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FAHIRAH ARIS B111 10 308 ,Tinjauan Yuridis terhadap Tindak Pidana Perikanan di
Kab. Pangkep (Studi Kasus No.20/Pid.B/2012/PN.Pangkep), dibimbing oleh Bapak
Muhadar dan Ibu Hj. NurAzisa.
Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis kasus tindak perikanan terkhusus
penggunaan bom ikan yang dirancang sendiri oleh para terpidana dan pertimbangan
yuridis Hakim menjatuhkan sanksi pidana dalam putusan No.20/Pid.B/2012/PN.Pangkep.
Penelitian ini dilaksanakan di Pengadilan Negeri Pangkep dengan mewawancarai
salah satu staf pegawai yang menangani dan pengamatan secara mendalam mengenai
tindak pidana yang diteliti melalui dari berkas putusan.Analisis data dilakukan dengan
menggunakan analisis deskriptif.
Temuan yang diperoleh dari penelitian ini antara lain adalah (1) penggunaan alat
bom ikan oleh para terpidana adalah tindak pidana yang memenuhi unsur pidana tentang
perikanan yang diatur dalam Pasal 84 ayat (1) UU Nomor 31 Tahun 2004 tentang
Perikanan ; UU nomor 45 Tahun 2009 tentang Perubahanatas UU Nomor 31 Tahun 2004
Tentang Perikanan ; Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP.Penggunaan alat pemboman ikan
untuk melalukan penangkapan ikan adalah perbuatan seseorang yang dinyatakan sebagai
terpidana berdasar putusan yang dikeluarkan Pengadilan Negeri, menggunakan/memakai
alat pembomanikan yang dirancang sedemikian rupa guna untuk menangkap ikan lebih
mudah, lebih praktis,dan menghasilkan tangkapan yang lebih banyak, tetapi menggunkan
alat bom ikan dapat merugikan ekosistem lainnya dan hasil yang ditangkap jika
dikonsumsi akan mempengaruhi kesehatan masyarakat karna mengandung zat atau bahan
kimia berbahaya. (2) Pertimbangan yuridis hakim dalam menjatuhkan putusan
No.20/Pid.B/2012/PN.Pangkep adalah terpenuhinya unsur-unsur tindak pidana perikanan
yang diatur dalam Pasal 84 ayat (1) UU Nomor 31 Tahun 2004 tentang Perikanan ; UU
nomor 45 Tahun 2009 tentang Perubahan atas UU Nomor 31 Tahun 2004 Tentang
Perikanan ; Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP yang didasarkan pada fakta-fakta yang




Puji syukur penulis panjatkan kepada ALLAH SWT atas limpahan rahmat-Nya
sehingga penulis dapat menyelesaikan pendidikan program Strata Satu Ilmu Hukum pada
hari ini. Perjalanan panjang dan kerja keras selamat lima tahun untuk mencapai cita,
senantiasa diiringi dukukngan, perhatian dancurahan kasih saying dari Ayahanda tercinta
Barisan, S.E dan Ibunda tersayang Marlina Mar B.Sc sehingga penulis senantiasa merasa
kuat dan berani menghadapi segala tantangan. Bersamajuga Tante Salmawati Bakri yang
sejak dari kecil merawat dan membesarkan sampai SD (SekolahDasar) dan selalu
menelpon menanyakan kabar kapan ujian meja dan kapan wisuda sehingga menjadi
penyemangat untuk cepat menyelesaikan studi akhir ini.Dan teruntuk juga untuk suami
saya yang bernama Muhammad Abizar Hakim, S.T yang sselalu memberi semangat dan
selalu setia menemani serta mengantar kemanapun setiap urusan penyelesaian skripsi ini
dan administrasi dikampus. Serta yang paling utama adalah untuk anugerah yang paling
terindah didunia ini dan pelipur lara yaitu anak tercinta saya bernama Muhammad Zabran
Said yang sering dipanggil Rio, yang selalu membuat saya semangat untuk
menyelesaikan skripsi ini. Keceriaan bersama saudara saudari tersayang “cimi-cimi”
yaitu Cici Tyas Purwandari, Heriyanti Samsuar, Nurul Hidayah Alwing, Tika Andini,
Herawati Rezky, Juju Latifa Sari, Hikma, Ulva Khusnul Khatimah, Fitriani Rasyid, Fitri
Fattah, dan Suci Lestari, yang selalumenemanisejakdari SMA (SekolahMenengahAtas).
Penulis mendedikasikan hasil kerja keras ini kepad amereka, orang-orang yang paling
berarti dalam hidup ini.
Skripsi ini penulis ajukan sebagai Tugas Akhir dalam Studi Program Kekhususan
Hukum Pidana.Skripsi ini merupakan syarat akhir penyelesaian program Strata SatuI lmu
Hukum pada Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin. Dalam proses penulisan dan
penyusunan skripsi ini, penulis terkadang menghadapi kendala, namun dengan petunjuk
dan arahan dari para dosen pembimbing, penulis akhrinya dapat menyelesaikan tugas
akhir ini. Skripsi ini tentunya tidak lepas dari adanya kesalahan penulisan dan
penyusunan.Dengan menyadari akan segala kekurangan, penulis berharap yang
vberkepentingan dapat memberi saran dan kritik yang sifarnya membangun kesempurnaan
Skripsi ini.
Pada kesempatan ini penulis menghaturkan TERIMA KASIH kepada Bapak/Ibu :
Prof. Dr. Dwia Aries Tina Pulubuhu, M.A., selaku RektorUniversitas Hasanuddin.
Prof. Dr. Farida Patittingi, S.H., M.H., selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas
Hasanuddin.
Prof. Dr. AhmadiMiru, S.H., M.H., selaku Wakil Dekan Ibidang Akademik.
Dr. SyamsuddinMuchtar, S.H., M.H., selaku Wakil Dekan II bidang Umum.
Dr. HamzahHalim, S.H., M.H., selakuWakilDekan IIIbidangKemahasiswaan.
Prof. Dr. Muhadar, S.H., M.S.,dan Dr. Amir Ilyas, S.H., M.H., selaku Ketua bagian
Hukum Pidana dan Sekertaris bagian Hukum Pidana.
Marwah, S.H., M.H., selaku Dosen Penasehat Akademik.
Prof. Dr. Muhadar, S.H., M.S., danDr. Hj. NurAzisa.,S.H.,M.H., selaku Dosen
Pembimbing penulis, yang senantiasa mengarahkan penulis dan penyusunan skripsi ini.
Prof. Dr. SlametSampurno, S.H., M.H., H. M. Imran Arief, S.H., M.S., dan Hijrah
Adhyanti M, S.H., M.H.,selaku Dosen Penguji penulis yang telah memberikan saran-
saran yang membangun kesempurnaan penulisan skripsi ini.
Dr. Mardi Adi Armin, M. Hum., selaku Dosen Supervisior KKN Reguler angkatan 85
(delapanpuluhlima) di Kec. Bontomanai.Kab.Selayar.
Bapak dan Ibu Dosen Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin, yang selama masa
perkuliahan dengan sabar memberikan ilmu-ilmu yang sangat berharga bagi penulis dan
segenap staff (akademik) Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin yang selama ini
berjaasa membantu keperluan administrasi penulis.
Rusdiyanto Loleh, S.H., selaku Ketua Pengadilan Negeri Pangkep.
vi
Seluruh pihak yang membantu Penulis dalam penelitian ini di Kantor Pengadilan Negeri
Pangkep.
Sahabat dikampus yang selalu menemani yaitu “chibi-chibi” ada Tria selaku ketua geng,
Bani, Ozo, Ria, Merry, Kaka Ida, Dian, Lita, danAsmi.
Anak JNK yaitu Edi, Dedi, Ange’, Asrul, Dima, Iman, Ipul, Jilo, Dio, Alatas, Emi, Bani,
Dewi, Riri, Nunu, Nabila.















B. Rumusan Masalah……………………………….......................... 4
C. Tujuan dan Kegunaan Penelitian……………………………….... 5
BAB II TINJAUAN PUSTAKA




4. PertanggungjawabanPidana …………………………………. 17
B. AsasPengelolaanPerikanan……………….............……………… 23
C. DasarHukumPerikanan ……..…………………………………… 30
1. Latar Belakang dan Dasar PertimbanganLahirnya Undang-
Undang Nomor 45 Tahun 2009 Tentang Perubahan atas
viii
Undang-UndangNomor 31 Tahun 2004 Tentang Perikanan… 31
2. Tindak Pidana Perikanan ……………….….……………........ 38
BAB III METODE PENELITIAN
A. Lokasi Penelitian………………………………………………… 40
B. Jenis dan Sumber data………………………………………….... 40
C. Teknik Pengumpulan Data…………………………………......... 40
D. Analisis Data…………………………………….......................... 41
BAB IVHASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN
A. Penerapan Hukum Pidana terhadap Tindak Pidana Perikanan
dalam Putusan No.20/Pid.B/2012/PN.Pangkep………………… 43
1. Duduk Perkara………………………………………………… 43
2. Dakwaan Jaksa Penuntut Umum……………………………… 44
3. Tuntutan Jaksa Penuntut Umum……………………………… 51
4. Amar Putusan Hakim…………………………………………. 52
5. AnalisisPenulis………………………………………………..53
B. Pertimbangan Hakim pada Putusan No.20/PID.B/2012/PN/PKP.. 57
A. Pertimbangan Yuridis…………………………………………. 58
B. Pertimbangan Fakta…………………………………………… 65
C. PertimbanganSosiologis………………………………………67









A. Latar Belakang Masalah
Mencuatnya optimisme mengenai kedaulatan Nasional menjadi suatu isu yang
sangat penting untuk direspon.Menyambut optimisme tersebut, perlu dicurahkan
perhatian lebih dalam melihat dan memfokuskan isu yang menyangkut pengelolaan
sektor vital ekonomi yang berkaitan dengan perairan. Mengingat posisi Negara
Kesatuan Republik Indonesia merupakan Negara Kepulauan, yang sebagian besar
wilayahnya terdiri dari wilayah perairan ( laut ) yang sangat luas, potensi perikanan
yang sangat besar dan beragam adalah indikator kekuatan ekonomi Nasional.
Untuk itu pengelolaan yang berkaitan dalam hal perikanan, selain merupakan
masalah kedaulatan ekonomi nasional juga merupakan proteksiterhadap ekososistem
laut.
Praktik Illegal Fishing merupakan tugas utama yang mesti diberantas.Praktek
inilah yang banyak berkontribusi mengancam kedaulatan ekonomi nasional dan upaya
proteksi ekosistem laut.
Dari sekian banyak sampel Illegal Fishing, praktik pencurian ikan atau IUU
(Illegal, Unregulated and Unreported fishing practices) yang jika melansir data dari
FAO, Pencurian ikan oleh armada kapal ikan asing di wilayah laut Indonesia
diperkirakan sebesar 1 juta ton/tahun, praktik Illegal fishing lainnya juga banyak
dilakukan oleh nelayan Indonesia.
Alat terlarang seperti bom ikan banyak juga digunakan oleh nelayan Indonesia,
disamping alat terlarang lainnya.
Penggunaan bom ikan yang tidak hanya menciptakan kerusakan biota laut tetapi
juga membentuk prilaku destruktif masyarakat.Yang hanya melihat laut sebagai
2sumber penumpukan kekayaan yang instan, dan tidak melihatnya sebagai pondasi
kedaulatan nasional dan sekaligus juga sebagai bukti keanekaragaman hayati laut
Indonesia.
Untuk itulah ketentuan hukum mesti secara tegas ditempatkan sebagai panglima
dalam memerangi seluruh tindak pidana perikanan, mengingat telah ada beberapa
aturan yang mengetur mengenai perikanan, seperti Undang-Undang Nomor 9 Tahun
1985 tentang perikanan, Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2004 tentang perikanan,
dan Undang-Undang Nomor 45 Tahun 2009 sebagai pengganti dari Undang-Undang
Nomor 31 Tahun 2004  tentang perikanan juga dipandang cukup mengakomodasi
pengelolaan dan ancaman pidana perikanan.
Mengingat ketentuan beberapa regulasi tersebut, konsentrasi penelitian juga
merupakan factor pendukung proporasionalistas penerapan regulasi tersebut. Oleh
sebab itu, penulis memilih tempat penelitian yaitu di Kabupaten Pangkaje’ne dan
Kepulauan (Pangkep)..
Kabupaten Pangkaje’ne dan Kepulauan (dahulu bernama Pangkaje’ne Kepulauan,
biasa disingkat Pangkep) adalah salah satu Kabupaten di Provinsi Sulawesi Selatan,
Indonesia.Berdasarkan letak astronomi, Kabupaten Pangkaje’ne dan Kepulauan
(Pangkep) berada pada 11.00’ Bujur Timur dan 040.40’ – 080.00’ Lintang Selatan.
Secara Administratif luas wilayah Kabupaten Pangkaje’ne dan Kepulauan (Pangkep)
12.362,73 km2, untuk wilayah laut seluas 11.464,44 km2, dengan daratan seluas
898,29 km2, dan panjang garis pantai di Kabupaten Pangkaje’ne dan Kepulauan
(Pangkep) yaitu 250 km yang membentang dari barat ke timur. Dimana Kabupaten
Pangkaje’ne dan Kepulauan (Pangkep) terdiri dari 13 Kecamatan, dimana 9
kecamatan terletak diwilayah daratan, dan 4 kecamatan terletak di wilayah
3Kepulauan. Batas administrasi, dan batas fisik Kabupaten Pangkaje’ne dan Kepulauan
(Pangkep) adalah sebagai berikut :
- Sebelah Utara berbatasan dengan Kabupaten Barru
- Sebelah Selatan berbatasab dengan Kabupaten Maros
- Sebelah Timur berbatasan dengan Kabupaten Bone
- Sebelah Barat berbatasan dengan Pulau Kalimantan, Pulau Jawa, dan Madura,
Pulau Nusa Tenggara, dan Pulau Bali.
Kabupaten Pangkaje’ne dan Kepulauan (Pangkep) merupakan Kabupaten yang
struktur wilayahnya terdiri ats 2 (dua) bagian utama yang membentuk Kabupaten ini
yaitu :
1. Wilyah Daratan
Secara garis besar wilayah daratan Kabupaten Pangkaje’ne dan Kepulauan
(Pangkep) ditandai dengan bentang alam wilayah dari daerah dataran rendah sampai
pegunungan, dimana potensi cukup besar juga terdapat pada wilayah daratan
Kabupaten Pangkaje’ne dan Kepulauan (Pangkep) yaitu ditandai dengan terdapatnya
sumber daya alam berupa hasil tambang, seperti batu bara, marmer, dan semen.
Disamping itu potensi pariwisata alam yang mampu menambah pendapatan daerah.
Kecamatan yang terletak pada wilayah daratan Kabupaten Pangkaje’ne dan
Kepulauan (Pangkep) yaitu terdiri dari : Kecamatan Balocci, Kecamatan Pangkaje’ne,
Kecamatan Minasa Te’ne, Kecamatan Bungoro, Kecamatan Tondong Tallasa,
Kecamatan Labakkang, Kecamatan Ma’rang, Kecamatan Segeri, Kecamatan
Mandalle.
2. Wilayah Kepulauan
Wilayah Kepulauan Kabupaten Pangkaje’ne dan Kepulauan (Pangkep) merupakan
wilayah yang memiliki kompleksitas wilayah yang sangat urgen untuk dibahas,
4wilayah Kepulauan Kabupaten Pangkaje’ne dan Kepulauan (Pangkep) memiliki
potensi wilayah yang sangat besar untuk dikembangkan secara lebih optimal, untuk
mendukung perkembangan wilayah Kabupaten Pangkaje’ne dan Kepulauan
(Pangkep). Kecamatan yang terletak di wilayah Kabupaten Pangkaje’ne dan
Kepulauan (Pangkep)yaitu : Kecamatan Liukang Tupabiring, Kecamatan Liukang
Tupabiring Utara, Kecamatan Liukang Kalmas, dan Kecamatan Liukang Tangaya.
Untuk itu Kabupaten Pangkaje’ne dan Kepulauan (Pangkep) sebagai daerah vital
penghasil sumber daya perikanan menjadi locus yang tepat untuk melihat sejauh mana
regulasi menyangkut perikanan terpraksiskan secara efektif.
Sesuai dengan kerangka argumentasi tersebut, menjadikan cukup alasan bagi
Penulis, untuk mengangkat judul, “Tinjauan Yurdis Terhadap Tindak pidana
Perikanan Di Kab.Pangkep” (Studi Kasus No.20/Pid.B/2012/PN/Pkj).
B. Rumusan Masalah
Berdasar atas latar belakang masalah tersebut. Maka pokok masalah dalam skripsi
ini adalah:
1. Bagaimanakah penerapan hukum pidana terhadap tindak pidana perikanan
dalam putusan No.20/Pid.B/2012/PN/Pkj?
2. Bagaimanakah pertimbangan hakim dalam memutus perkara tindak pidana
perikanan dalam putusanNo.20/Pid.B/2012/PN/Pkj?
5C. Tujuan dan kegunaan penelitian
Sehubungan dengan rumusan masalah diatas, tujuan yang ingin dicapai dalam
penelitian skripsi ini adalah:
1. Untuk mengetahui penerapan hukum pidana dalam perkara tindak pidana
perikanan dalam putusan No.20/Pid.B/2012/PN/Pkj.
2. Untuk mengetahui pertimbangan majelis hakim dalam memutus perkara




1. Pengertian Tindak Pidana
Hukum sebagai suatu pranatan perlu dikenal, sesuai adagium; karena tak dikenal
maka tak saying.Udaha pengenalan terhadap hukum, artinya seseorang ada maksud
untuk mengetahui hukum dengan tepat dan benar.1
Dalam lapangan ilmu pengetahuan hukum (Law Science) terutama pada bagian
yang erat huungannya dengan pembuatan hukum (Law Making) dan pelaksanaannya (
Law Informance), masalah hukum merupakan suatu hal yang perlu dipahami, di
analisis, serta ditimbulkan problema-problema dan pemecahannya sehingga dapat
diharapkan memiliji keserasian dengan perkembangan hukum yang sesuai dengan
kebutuhan masyarakat.2Terlebih hukum pidana, yang merupakan bagian integral dan
tidak terpisah dari siklus kehidupan sosial.
Membicarakan Hukum pidana seringkali membuat orang membayangkan segala
sesuatu yang bersifat jahat, kotor, dan penuh tipu daya.Intinya, ketika orang berbicara
tentang hukum pidana, maka yang terbayang adalah penumpasan kejahatan oleh
polisi, jaksa, dan hakim.Yang juga terbayang adalah pelaku kejahatan atau penjahat
yang umumnya berasal dari kalangan ekonomi lemah, brutal, dan marginal. Oleh
karena itu tidak berlebihan jika kejahatan dianggap sebagai masalah social yang pada
umumnya bersumber darimasalah kemiskinan
1 Syamsuddin Pasamai, 2013. Sejarah dan sejarah hukum..Arus timur.Makassar. 2013. Hlm
47
2Ni’matul Huda, 2009 Hukum Tatanegara Indonesia. Rajawali Press.Jakarta. Hlm 23
7Pada dasarnya hukum pidana memang berfokus pada pengaturan tentang masalah
kejahatan yang terjadi di tengah masyarakat.3
Pembentuk undang-undang kita telah menggunakan istilah straftbaar feit untuk
menyebutkan apa yang kita kenal sebagai tindak pidana didalam kitab undang-undang
hukum  pidana tanpa memberikan sesuatu penjelasan mengenai apa yang sebenarnya
yang dimaksud dengan istilah strafbaar feit tersebut.4
Menurut van BEMMELEN, istilah straftbaar feit itu sendiri berasal dari bahasa
Belanda, dimana feit berarti sebagian dari suatu kenyataan  atau een gedeelte van de
werkijkheid sedang strafbaarberarti dapat dihukum, sehingga secara harfiah istilah
straftbaar feit adalah sebagian dari suatu kenyataan yang dapat dihukum.5
Dapat juga dipakainya istilah peristiwa pidana karena istilah “Peristiwa” itu
meliputi suatu perbuatan (“handelen” atau “doen” –positif) atau suatu melalaikan
(“verzium” atau “nalaten”, “niet-doen” – negative) maupun akibatnya (keadaan yang
ditimbulakan oleh karena perbuatan atau melalaikan itu), “peristiwa pidana” itu
adalah suatu peristiwa hukum (rechtsfeit), yaitu suatu peristiwa kemasyarakatan yang
membawa akibat yang diatur oleh hukum.6
Selain daripada istilah straftbaar feit,dipakai juga istilah lain yang berasal dari
bahasa Latin, yakni delictum. Dalam bahasa Jerman disebut delict, dalam bahasa
Perancis disebut delit dan dalam bahasa Indonesia dipakai istilah delik.7
3Erdianto effendi, 2011.Hukum pidana Indonesia suatu pengantar, Refika Aditama,.Bandung.
hlm 1.
4 P.A.F. Lamintang, 1997, Dasar-Dasar Hukum Pidana Indonesia, Citra Aditya Bakti,
Bandung,  hlm. 181.
5Ibid.
6 E. Utrecht,1986, rangkaian sari kuliah Hukum Pidana 1, satu, Pustaka Tinta Mas, Surabaya,
hlm.251.
7 Leden Marpaung, 2008, Asas-Teori-Praktik Hukum Pidana, Sinar Grafika, Jakarta, hlm.7.
8Dimana dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia, delik merupakan perbuatan yang
dapat dikenakan hukuman karena merupakan pelanggaran terhadap undang-undang
tindak pidana.8
Seperti yang dikutip Teguh Prasetyo, pengertian delik, menurut Simonsadalah
kelakuan yang diancam dengan pidana, yang bersifat melawan hukum, yang
berhubungan dengan kesalahan dan yang dilakukan oleh orang yang mampu
bertanggungjawab.9
Di dalam bahasa Indonesia terdapat juga istilah lain yang dapat ditemukan dalam
beberapa buku hukum pidana dan beberapa perundang-undangan hukum pidana,
yaitu: peristiwa pidana, perbuatan pidana, perbuatan yang tidak boleh dihukum,
perbuatan yang dapat dihukum, dan pelanggaran pidana.
Dalam KUHP yang berlaku sekarang, kita tidak akan menemukan tindak pidana
itu. Oleh karena itu dalam ilmu hukum pidana terdapat beraneka ragam pengertian
tindak pidana yang diciptakan oleh para sarjana hukum pidana.
Menurut  Van Hamel, Tindak Pidana adalah : Suatu serangan atau ancaman
terhadap hak-hak orang lain.10
Menurut D.Simons , Tindak Pidana adalah : Suatu tindakan melanggar hukum
yang telah dilakukan dengan sengaja ataupun tidak dengan sengaja oleh seseorang
yang tindakannya tersebut dapat dipertanggungjawabkan dan oleh undang-undang
telah dinyatakan sebagai suatu perbuatan yang dapat dihukum.11
Alasan dari D.Simons yang merumuskan Tindak Pidana seperti di atas adalah
karena:12
8Departemen Pendidikan dan Kebudayaan, Kamus Besar Bahasa Indonesia, hlm.7.
9 Teguh Prasetyo, 2011, Hukum Pidana, Rajawali Pers, Jakarta. Hlm v.
10 Leden Marpaung, Op.Cit., hlm. 8.
11Ibid.
12 P.A.F Lamintang, Op.Cit., hlm. 185.
9a. Untuk adanya suatu tindak  pidana itu disyaratkan bahwa disetiap hal harus
terdapat suatu tindakan yang dilarang ataupun yang diwajibkan oleh undang-
undang , di mana pelanggaran terhadap larangan atau kewajiban semacam itu
telah dinyatakan sebagi tindakan yang dapat dihukum.
b. Agar sesuatu tindakan itu dapat dihukum, maka tindakan tersebut harus
memenuhi semua unsur delik seperti yang dirumuskan di dalam undang-
undang.
c. Setiap tindak pidana atau strafbaar feit sebagai pelanggaran terhadap larangan
atau kewajiban menurut undang-undang itu, pada hakikatnya merupakan suatu
tindakan melawan hukum atau merupakan suatu “onrechtmatige handeling”.
Menurut Hazewinkel-Suringa, Tindak Pidana adalah suatu perilaku manusia yang
pada suatu saat tertentu telah ditolak di dalam sesuatu pergaulan hidup tertentu dan
dianggap sebagai perilaku yang harus ditiadakan oleh hukum dengan menggunakan
sarana-sarana yang bersifat memaksa yang terdapat di dalamnya.13
Profesor Pompe, Tindak Pidana itu dari 2 (dua) segi, yaitu:14
a. Dari segi teoritis, tindak pidana dapat dirumuskan sebagai suatu pelanggaran
norma (gangguan terhadap tertib umum) yang dengan sengaja maupun tidak
dengan sengaja telah dilakukan oleh seseorang pelaku, dimana penjatuhan
hukuman terhadap pelaku tersebut adalah perlu, demi terpeliharanya tertib hukum
dan terjaminnya kepentingan umum.
b. Dari segi hukum positif, tindak pidana adalah tidak lain dari pada suatu tindakan





Selanjutnya, Pompe menyatakan bahwa perbedaan antara segi teoritis dan segi
hukum positif tersebut hanya bersifat semu, oleh karena dari segi teoritis tidak
seorangpun dapat dihukum kecuali apabila tindakan itu benar-benar bersifat melawan
hukum dan telah dilakukan dengan kesalahan (shuld), baik dengan sengaja ataupun
tidak sengaja, sedang hukum positif kita pun tidak mengenal adanya suatu kesalahan
(shuld) tanpa adanya suatu perbuatan melawan hukum (wederrechttelijkheid).15
Menurut H.R Abdussalam, Tindak Pidana adalah perbuatan melakukan dan tidak
melakukan sesuatu yang oleh peraturan perundang-undangan dinyatakan sebagai
perbuatan yang dilarang  yang bersifat melawan hukum atau bertentangan dengan
kesadaran hukum masyarakat sehingga dapat diancam pidana.16 Namun kemudian
kebenaran yang diperoleh dalam suatu proses pengadilan perkara adalah kebenaran
yang berlaku untuk kaum tertentu saja.17
Menurut Wirjono Prodjodikoro, Tindak Pidana adalah suatu perbuatan yang
pelakunya dapat dikenakan hukuman pidana, dan pelaku ini dapat dikatakan
merupakan”subjek” tindak pidana.18
Sedangkan Menurut Moeljatno jika melihat pengertian Tindak Pidana dari
beberapa sarjana tersebut di atas, maka pada pokoknya ternyata bahwa :19
a. Feit dalam strafbaar feit berarti handeling, kelakuan atau tingkah laku berbeda
dengan pengertian “perbuatan” dalam perbuatan pidana. Perbuatan adalah
kelakuan ditambah dengan  kejadian yang ditimbulkan oleh kelakuan yang dapat
menimbulkan akibat dan bukan kelakuan saja.
15Ibid.
16Abdussalam, 2006, Prospek Hukum Pidana Indonesia, Restu Agung, Jakarta, hlm. 3
17 Nico Ngani, 2006 Sinerama hukum pidana.Liberty. Yogyakarta . Hlm 6
18 Wirjono Prodjodikoro, 2003, Asas-asas Hukum Pidana Indonesia, Refika Aditama,
Bandung, hlm. 1.
19Moeljatno, 2008, Asas-asas Hukum Pidana, Rineka Cipta, Jakarta, hlm 61.
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b. Pengertian strafbaar feit dihubungkan dengan kesalahan orang yang
mengadakan kelakuan tadi berbeda dengan “perbuatan pidana”, sebab perbuatan
pidana tidak dihubungkan dengan kesalahan merupakan pertanggungjawaban
pidana bagi orang yang melakukan perbuatan pidana. Perbuatan pidana hanya
menunjuk pada sifat perbuatan saja, yaitu sifat dilarang dengan ancaman dengan
pidana kalau dilanggar. Apakah yang itu benar-benar dipidana seperti yang sudah
diancamkan, ini tergantung kepada keadaan batinnya dari pertanggung jawaban
pidana, dipisahkan dengan kesalahan. Lain halnya dengan strafbaar feit di
dalamnya dicakup pengertian perbuatan dan kesalahan.
Moeljatno menambahkan menambahkan, memakai istilah perbuatan pidana
sebagai terjemahan dari strafbaar feit, mengartikan perbuatan pidana sebagai berikut
perbuatan pidana disamakan dengan istilah di Inggris yakni criminal act yang berarti
akibat dari suatu kelakuan yang dilarang oleh hukum, dimana criminal act tersebut
dipisahkan dari pertanggung jawaban pidana/responsibility. Untuk adanya
responsibility (untuk dapat dipidananya seseorang) selain daripada melakukan
criminal act (perbuatan pidana) orang itu juga harus mempunyai kesalahan.
Berdasarkan berbagai penjelasan tentang tindak pidana, maka dapat disimpulkan
bahwa tindak pidana adalah suatu perbuatan yang dengan suatu dan keseluruhan
perbuatan mengakibatkan pembuatnya dapat dipidana.
2. Unsur-Unsur Tindak Pidana
Buku II KUHP yang memuat rumusan-rumusan perihal tindak pidana tertentu
yang masuk dalam kelompok kejahatan, sedangkan dalam Buku III memuat
pelanggaran.Ternyata ada unsur yang selalu disebutkan dalam setiap rumusan, yaitu
mengenai tingkah laku/perbuatan walaupun ada perkecualian seperti Pasal 351 KUHP
(penganiayaan). Unsur kesalahan dan melawan hukum kadang-kadang dicantumkan,
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mengenai unsur kemampuan bertanggung jawab.Di samping itu, banyak
mencantumkan unsur-unsur lain baik sekitar/mengenai objek kejahatan maupun
perbuatan secara khusus untuk rumusan tertentu.
Menurut Adami Chazawi dari rumusan-rumusan tindak pidana tertentu dalam
KUHP itu, dapat diketahui adanya 11 unsur tindak pidana, yaitu: 20
a. Unsur tingkah laku;
b. Unsur melawan hukum;
c. Unsur kesalahan;
d. Unsur akibat konstitutif;
e. Unsur keadaan yang menyertai;
f. Unsur syarat tambahan untuk dapatnya dituntut pidana;
g. Unsur tambahan untuk memperberat pidana;
h. Unsur syarat tambahan untuk dapatnya dipidana;
i. Unsur objek hukum tindak pidana;
j. Unsur kualitas subjek hukum tindak pidana;
k. Unsur syarat tambahan untuk memperingan pidana.
Mengenai kapan unsur melawan hukum itu berupa melawan hukum objektif atau
subjektif bergantung dari rumusan unsur-unsur tindak pidana.
Mengenai unsur, seperti yang telahditerangkan sebelumnya, bahwa terdapat dua
unsur dalam rumusan pidana.Yang pertama ialah bersifat objektif, yang semua unsur
perbuatannya, akibat perbuatan dan keadaan-keadaan tertentu yang melekat (sekitar)
pada perbuatan objektif tindak pidana.Dan yang kedua, unsur yang bersifat subjektif
yang merupakan unsur yang menyangkut batin atau melekat pada keadaan batin si
pembuatnya.
20 Adami Chazawi, 2002, Stelsel Pidana, Tindak Pidana, Teori-Teori Pemidanaan & Batas
Berlakunya Hukum Pidana Bagian I, Raja Grafindo Persada, Jakarta, hlm. 82.
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3. Dasar Pemidanaan
Untuk membicarakan atau menggambarkan hukum acara pidana (tertulis di zaman
dahulu sebelum berlakuknya hukum acara pidana (disingkat KUHAP) atau sebelum
belanda menjajah Indonesia, adalah merupakan suatu yang sangat sulit.21
Untuk itulah mengapa suatu perbuatan menjadi suatu tindak pidana tergantung
politik hukum pembentuk undang-undang.sedangkankata politik hukum sebagai
istilah yang relative baru, wjar jika selalu mencari-cari bentuk yang tepat tentang apa
makna yang terkandung dalam peristilahannya. 22 Secara etimologis, istilah politik
hukum merupakan terjemahan bahasa Indonesia dari istilah hukum Belanda recht
politiek23yang merupakan bentukan dari dua kata recht dan politiek. Menurut Abdul
Hakim Garuda Nusantara sebagaimana dikutip oleh Mahfud MD, politik hukum
adalah legal policy yang akan atau telah dilaksanakan secara nasional oleh Pemerintah
Indonesia yang meliputi: pertama, pembangunan hukum yang berintikan pembuatan
dan pembaruan terhadap materi-materi hukum agar dapat sesuai dengan kebutuhan,
dan kedua, pelaksanaan ketentuan hukum yang telah ada termasuk penegasan fungsi
lembaga dan pembinaan para penegak hukum.24
Sedangkan menurut Sudarto, politik hukum adalah kebijakan dari negara melalui
badan-badan yang berwenang untuk menetapkan peraturan-peraturan yang
dikehendaki yang diperkirakan bisa digunakan untuk mengekspresikan apa yang
terkandung dalam masyarakat untuk mencapai apa yang dicita-citakan, dan usaha
untuk mewujudkan peraturan-peraturan yang baik sesuai dengan keadaan dan situasi
21 Andi Sofyan, 2013. Hukum acara pidana, Rangkang.Yogyakarta.Hlm. 43.
22 Nurul Qamar, 2012. Pengantar Politik Hukum Ketatanegaraan. Pustaka Rafleksi.
Makassar:. Hlm 8
23 Imam Syaukani dan A. Ahsin Tohari, 2004, Dasar-Dasar Politik Hukum, Raja Grasindo
Persada, Jakarta . hlm. 19.
24 Mahmud MD. 1999., Pergulatan Politik dan Hukum di Indoneia, Yogyakarta, Gama Media,
Hlm. 29.
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pada suatu wakt. 25 Menurut Sunaryati Hartono, politik hukum Indonesia disatu
pihak tidak terlepas dari realita sosial dan tradisional yang terdapat di Indonesia
sendiri. Di lain pihak, politik hukum nasional tidak terlepas pula dari realita dan
politik hukum internasional.26
Kebijakan atau politik hukum pidana tidak terlepas dari bagian dari politik
kesejahteraan.Usaha dan kebijakan untuk membuat peraturan hukum pidana yang
baik pada hakikatnya tidak dapat dilepaskan dari tujuan penanggulangan
kejahatan.Jadi kebijakan atau politik hukum pidana juga merupakan bagian dari
politik kriminal.27
Kebijakan kriminal dilaksanakan dengan dua cara, yaitu sarana penal dan sarana
non penal. Sarana non penal adalah tanpa menggunakan sarana penal (prevention
Without punishment). Kebijakan ini pada dasarnya bermuara dari ajaran hukum
fungsional, ajaran ilmu hukum sosiologis (sociological jurisprudence) dan teori
tujuan pemidanaan yang integratif.28
Kebijakan kriminal dengan sarana penal berarti penggunaan sarana penal dalam
penanggulangan kejahatan melalui tahapan-tahapan yaitu :
1. Tahap formulasi (kebijakan legislatif), yaitu menentukan sesuatu
perbuatan.diklasifikasikan sebagai tindak pidana atau bukan;
2. Tahap aplikasi (kebijakan yudikatif), yaitu penerapan hukum positif oleh aparat
penegak hukum mulai dari tingkat penyidikan, penuntutan hingga pemeriksaan di
persidangan, dengan mengacu kepada ketentuan hukum acara pidana;
25Sudarto dalam M. Hamdan, 1996.Politik Hukum Pidana, Raja Grasindo Persada, Jakarta,
1996, hlm 5-6.
26 CFG, Sunaryati Hartono, 1991. Politik Hukum Menuju Sistem Hukum Nasional, Alumni
Bandung, hlm 1
27 Barda Nawawi Arif, 2010. Bunga Rampai Kebijakan Hukum Pidana, kencana prenada
Media Group, Jakarta, hlm. 28
28 M. Solehuddin, 1997 Tindak Pidana Perbankan, Raja Grafindo Persada, Jakrta,  hlm. 137.
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3. Tahap eksekusi (kebijakan eksekutif/administratif), yaitu tahapan pelaksanaan
pidana secara konkret.29
Tahap formulasi atau penetapan suatu perbuatan sebagai tindak pidana disebut
dengan istilah kriminalisasi, sebaliknya penghapusan suatu perbuatan yang semula
adalah tindak pidana menjadi bukan tindak pidana lagi disebut dengan istilah
dekriminalisasi.
Secara umum dapat dikatakan bahwa penggunaan hukum sebagai alat rekayasa
sosial haruslah dilakukan secara berhati-hati agar tidak timbul kerugian di tengah
masyarakat.Karena itu, ahli hukum di suatu masyarakat yang sedang membangun
memerlukan pendidikan yang lebih baik dari biasanya, dalam arti meliputi suatu
spektrum ilmu-ilmu sosial dan budaya yang dibutuhkan dalam mempelajari hukum
positif.30
Khusus dalam hal penggunaan hukum pidana dalam menanggulangi kejahatan
haruslah memperhatikan prinsip-prinsip sebagai berikut:
 Hukum Pidana harus digunakan untuk tujuan pembangunan;
 Perbuatan yang ingin dicegah atau ditanggulangi dengan hukum pidana harus
merupakan perbuatan yang tidak dikehendaki, yaitu perbuatan yang
mendatangkan kerugian materiel dan spiritual atas warga masyarakat;
 Penggunaan Hukum Pidana harus memperhitungkan prinsip biaya dan hasil.
Perlu diperhitungkan antara besarnya biaya yang dikeluarkan dengan hasil
yang diharapkan akan dicapai;
29 Muladi, 1995 Kapita Selekt Sistem Peradilan Pidana, Badan Penerbit Universitas
Diponegoro, Semarang.
30 Mochtar Kusumaatmadja, Konsep Hukum dalam Pembangunan, Alumni, Bandung, 2002,
hlm. 15
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 Penggunaan hukum pidana harus pula memperhatikan kapasitas atau
kemampuan daya kerja dari badan-badan penegak hukum, yaitu jangan sampai
ada kelampauan beban tugas.31
Bassiouni, sebagaimana dikutip oleh Salman Luthan, mengungkapkan pula
batasan-batasan yang perlu diperhatikan dalam penggunaan hukum pidana di tengah
masyarakat, yaitu:
 Keseimbangan sarana yang digunakan dalam hubungannya dengan hasil-hasil
yang ingin dicapai.
 Analisa biaya terhadap hasil-hasil yang diperoleh dalam hubungannya dengan
tujuan-tujuan yang ingin dicari;
 Penilaian atau penaksiran tujuan yang ingin dicari itu dalam kaitannya dengan
prioritas-prioritas lainnya dalam pengalokasian sumber-sumber tenaga
manusia;
 Pengaruh sosial kriminalisasi dan dekriminalisasi yang berkenaan dengan atau
dipandang dari pengaruh pengaruhnya sekunder.
Berdasarkan Simposium Pembaharuan Hukum Pidana Nasional yang
diselenggarakan oleh Badan Pembinaan Hukum Nasional bekerja sama dengan
Fakultas Hukum Universitas Diponegoro, dirumuskan pula kriteria umum
kriminalisasi, yaitu:
 Apakah perbuatan itu tidak disukai atau dibenci oleh masyarakat karena
merugikan, mendatangkan korban atau dapat mendatangkan korban?
 Apakah biaya mengkriminalisasikan seimbang dengan hasilnya yang akan
dicapai, artinya pembuatan undang-undang, pengawasan dan penegakan
31 Muladi, Kapita Selekta Sistem Peradilan Pidana, Badan Penerbit Universitas Diponegoro,
Semarang, 1995, hlm. 30-31.
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hukum, serta beban yang dipikul oleh korban pelaku dan pelaku kejahatan itu
sendiri harus seimbang dengan situasi tertibhukum yang akan dicapai?
 Apakah akan makin menambah beban aparat penegak hukum yang tidak
seimbang atau nyata-nyata tidak dapat diemban oleh kemampuan yang
dimilikinya?
 Apakah perbuatan-perbuatan itu menghambat atau menghalangi cita-cita
bangsa, sehingga merupakan bahaya bagi keseluruhan masyarakat?32
4. Pertanggungjawaban Pidana
Dalam Bahasa Latin, ajaran kesalahan dikenal dengan sebutan mens rea. Doktrin
mens rea itu dilandaskan pada maxim actus nonfacit reum nisi mens sit rea, yang
berarti “suatu perbuatan  tidak mengakibatkan seseorang seseorang bersalah kecuali
jika pikiran orang itu jahat”. Dalam bahasa Inggris, doktrin tersebut dirumuskan
dengan an act does not make a person guilty, unless the mind is legally blameworthy.
Berdasarkan asas itu ada dua syarat yang harus dipenuhi untuk dapat memidana
seseorang yaitu ada perbuatan lahiriah yang terlarang (actus reus) dan sikap
jahat/tercela (mens rea).33
Konsep ”actus reus” ini tidak hanya mengenai satu perbuatan saja, tetapi meliputi
pengertian yang lebih luas lagi, yaitu :
a. Perbuatan/tingkah laku dari si pelaku yang didakwa (the conduct of accussed
person);
b. Hasil atau akibat dari perbuatan itu (its results/consequences);
32 Salman Luthan, “Kebijakan Kriminalisasi dalam Reformasi Hukum Pidana”, Makalah dalam
Jurnal Hukum FH UII, No. 11 Vol. 6 Tahun 1999, Yogyakart, 1999, hlm. 12.
33Hanafi, Reformasi Sistem Pertanggungjawaban Pidana”, Makalah dalam jurnal Hukum Ius
Quia Isutum, Fakultas Hukum UII, Yogyakarta, No. 11 Vol. 6 1999, hlm. 27.
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c. Keadaan-keadaan yang tercantum/terkandung dalam perumusan tindak pidana
itu (surrouding circumstances which are included in the definition of the
offences) misalnya dalam peristiwa pembunuhan disebutkan ”jiwa orang lain”.
Oleh karena itu dalam text book sering dirumuskan bahwa “actus reus” terdiri
dari semua unsur yang terdapat dalam peristiwa-peristiwa pidana atau
kejahatan, kecuali unsur yang berhubungan dengan keadaan jiwa atau sikap
batin terdakwa”(all elements in the definition of crime except the accused’s
element).34
Yang dimaksud dengan doktrin “mens rea” singkatnya adalah adanya unsur
subjektif adalah mutlak bagi pertanggungan jawab pidana. Dan lebih jauh,
bersandarkan pada doktrin ini pula maka suatu peradilan pidana dapat melibatkan
penyelidikan-penyelidikan terhadap kesehatan jiwa tertuduh; terhadap apa yang ia
ketahui, yakini, atau duga sebelumnya; atau terhadap persoalan-persoalan sekitar
apakah dia telah diancam atau dihasut untuk melakukan perbuatan pidana itu, atau
apakah dia telah dihalangi oleh suatu penyakit ataupun ketidaksadaran atas
pengawasan dirinya atau badannya. Hal-hal inilah yang dalam hukum pidana Anglo-
American disebut sebagai mistake, accident, provocation, duress, dan insanity.Hal-hal
itu pulalah yang memainkan peranan penting bahkan kerapkali dramatis jika ada
tuntutan-tuntutan terhadap perbuatan pidana yang dikualifikasikan berat.35
Dengan dasar doktrin mens rea itu, diambil kesimpulan bahwa suatu perbuatan
tidak menjadikan seseorang bersalah kecuali pikirannya adalah salah.Dan yang
dimaksud dengan pikiran salah tentunya adalah pikiran jelek. Hal demikian pernah
dikemukakan oleh Lord Denning, seorang hakim terkemuka di Inggris yang
mengatakan bahwa ”in order that an act should be punishable, it must be morally
34Erdianto effendi, Op.cit. Hlm. 130
35 Roeslan Saleh, Pikiran pikiran tentang Pertanggungan jawab dalam Hukum Pidana, Ghalia
Indonesia, Jakarta, 1982, hlm. 20-21
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blameworthy. It must be a sin”. Sementara itu Jerome Hall mengatakan bahwa yang
disebut moral culpability itu adalah suatu dasar dari pertanggungan jawab dalam
perbuatan pidana.Mens rea adalah voluntary doing of morally wrong act forbidden by
penal law.36
Menurut pandangan-pandangan tradisional, di samping syarat-syarat objektif
melakukan perbuatan pidana, harus dipenuhi pula syarat-syarat subjektif atau syarat-
syarat mental untuk dapat dipertanggungjawabkan dan dijatuhkan pidana
kepadanya.Syarat subjektif ini disebut “kesalahan”.Menurut sistem hukum
Kontinental syarat-syarat subjektif ini dibagi dua, yaitu bentuk kesalahan
(kesengajaan dan kealpaan) dan mampu bertanggung jawab.Dalam sistem hukum
Common Law syarat-syarat ini disatukan dalam mens rea.37
Dalam pada itu, LB. Curzon, JC.Smith, dan Brian Hogan lebih memandang
pengertian mens rea tidak semata-mata sebagai sikap batin jahat semata.Meskipun
seseorang berbuat jujur (dengan iktikad baik) ataupun dengan kesadaran jiwa yang
bersih serta meyakini bahwa perbuatannya itu sesuai dengan moral dan benar menurut
hukum. Selanjutnya ia menjelaskan bahwa ke dalam ”mens rea” itu dapat dimasukkan
pengertian kesalahan yang berbentuk:
a. kesengajaan (intention);
b. kesembronoan (recklesness)
c. kealpaan atau kurang hati-hati (negligence).38
Secara umum, dalam sistem hukum Anglo Saxon keadaan-keadaan yang dapat




38 BIT Tamba, Kesalahan dan Pertanggungjaaban Dokter (Dalam Melakukan Perawatan),
Penerbit Universitas Sriwijaya Palembang, 1996. Hlm. 262.
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a. the mentally abnormal offender, seperti unfitness to plead, the defences of
insanity and dismished responsibility;
b. the intoxicated offender, seperti voluntary intoxication, self induced
automatisem, intoxication and mental abnormality, dan involuntary
intoxication;
c. self defence, seperti prevention of crime, self defence and defence of other,




Sutherland dan Cressey (yang mengutip Hall) mengatakan bahwa pada umumnya
suatu kelakuan (behavior), baru merupakan tindak pidana, bilamana telah memenuhi
7 (tujuh) unsur-unsur yang satu sama lain berhubungan dan saling mengisi (seven
interrelated and overlaping differeitiae of crime) sebagai berikut:
First, before behavior can be called crime there must be certain external
consequences or "harm". A crime has a harm-ful impact on social interest:…..
Second, the harm must be legally forbidden, must have been prescribed in penal
law. Anti social behavior is not crime unless it is prohibited by law.
Third, There must be ”conduct”, that is, there must be an intentional or reckless
action or inaction
Fourth, mens rea or ”criminal intent” must be present.
Fifth, There must be a fusion or concurrence of mens rea and conduct.
Sixth, There must be a ”caussal” relation on between the legally forbidden harm
the voluntary misconduct.
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Seventh, there must be legally prescribed punishment. Not only must the harm
prescribed by law but, as indicated above, the participation must carry a threat of
punishment to violators. The voluntary conduct must be punishable by law.39
Kalau dikaitkan dengan hukum pidana itu sendiri, maka pidana merupakan urat
nadinya hukum pidana. Kalau tindak pidana adalah tentang perbuatan apa saja yang
dilarang, dibolehkan dan dilaksanakan maka hal yang sama juga dapat dijumpai
dalam lapangan hukum lain. Tentang pertanggungjawaban pidana, siapa yang dapat
dianggap menjadi subjek hukum, juga diatur dalam lapangan Hukum Tata Negara dan
Hukum Perdata. Suatu perbuatan dapat disebut sebagai tindak pidana apabila ia
mengandung sanksi berupa pidana. Tanpa adanya sanksi pidana, maka satu perbuatan
hanyalah merupakan perbuatan melanggar hukum biasa.40
Hukum Pidana seringkali dianggap sebagai ultimum remedium dan juga residu dari
bidang hukum lain, setelah bidang hukum dianggap tidak mampu menyelesaikan
konflik yang timbul dalam masyarakat, maka di situlah hukum pidana mulai
difungsikan.
Tidak berlebihan jika banyak sekali peraturan perundang-undangan yang
sebenarnya bukan bidang hukum pidana memasukkan sanksi berupa pidana dalam
salah satu sanksi yang dapat dijatuhkan.Di sinilah arti pidana sebagai ultimum
remedium yang sesungguhnya. Sanksi pidana baru dapat dijatuhkan ketika sanksi
berupa sanksi administrative dan sanksi perdata dianggap tidak efektif atau tidak
pernah dijalankan sama sekali. Contoh nyata dalam hal ini adalah dalam hukum
lingkungan.
Pernyataan ini tidaklah berarti bahwa dalam bidang hukum yang memang hukum
pidana, sanksi pidana menjadikan asas ultimum remedium tidak dapat
39 EY.Kanter dan SR. Sianturi, Asas-asas Hukum Pidana di Indonesia dan
penerapannya.Jakarta. Petehaem. 1986. Hlm.262
40 Erdianto Effendi, Op.cit. hlm. 139.
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digunakan.Dalam penjatuhan sanksi, memang penjatuhan pidana merupakan satu-
satunya pilihan, tidak ada pilihan lain. Tapi asas ultimum remedium di sini diartikan
sebagai penggunaan hukum pidana tetaplah harus merupakan pilihan terakhir. Jika
tidak terlalu perlu, penegakan hukum pidana tidak perlu dilakukan, misalnya
pencurian ringan seperti yang dialami Nenek Minah yang mencuri kakao, dan kasus-
kasus sejenis, hukum pidana sebenarnya tidak perlu ditegakkan.
Ini berkaitan dengan sanksi pidana yang secara relatif dapat dikategorikan sebagai
bentuk pelangaran HAM.Oleh karena pada dasarnya penjatuhan pidana melanggar
hak asasi manusia, maka penetapan suatu perbuatan sebagai tindak pidana
(kriminalisasi) harus dilakukan secara sangat hati-hati dan selektif.41
Namun demikian, satu hal yang senantiasa harus diingat adalah bahwa penjatuhan
pidana merupakan sesuatu yang tidak bisa dihindari. Walaupun pemidanaan pada
dasarnya merupakan bentuk pelanggaran HAM yang nyata, tetapi perampasan HAM
seorang yang terbukti melakukan tindak pidana haruslah dimaksudkan dengan tujuan
yang lebih baik, yaitu untuk memperbaiki si terpidana dan memulihkan keadaan
masyarakat serta harus dilakukan dengan patokan, standar dan prosedur yang ketat
dan dapat dipertanggungjawabkan. Dengan demikian, sifat pelanggaran HAM-nya
menjadi hilang. Secara umum tujuan pemidanaan mempunyai tujuan ganda, yaitu:
 Tujuan perlindungan masyarakat, untuk merehabilitasi dan meregosialisasikan
si terpidana, mengembalikan keseimbangan yang terganggu akibat tindak
pidana (reaksi adat) Sehingga yang ada dapat selesai; dan
 Tujuan yang bersifat spiritual Pancasila yaitu bahwa pemidanaan bukan




Tujuan tersebut telah digariskan dalam Pasal 5l Rancangan KUHP yang
menyatakan Tujuan Pemidanaan adalah:
1) Untuk mencegah dilakukannya tindak pidana dengan menegakkan norma
hukum dari pengayoman masyarakat;
2) Memasyarakatkan terpidana dengan mengadakan pembinaan sehingga
menjadikannya orang baik dan berguna;
3) Menyelesaikan konflik yang ditimbulkan oleh tindak pidana, memulihkan
keseimbangan dan mendatangkan rasa damai dalam masyarakat;
4) Membebaskan rasa bersalah pada pidana;
5) Pemidanaan tidak dimaksudkan untuk menderitakan dan tidak diperkenankan
merendahkan martabat manusia.42
A. Asas Pengelolaan Perikanan
Asas adalah prinsip, dasar, atau landasan yang bersifat umum.Asas hukum adalah
prinsip yang dianggap dasar atau fundamen hukum yang terdiri dari pengertian-
pengertian atau nilai-nilai yang menjadi titik tolak berfikir tentang hukum.Asas
hukum berisi nilai-nilai, jiwa dan cita-cita atau perundangan yang hendak
diwujudkan, dan oleh Rahardjo mengibaratkan asas hukum sebagai jantung atau
jembatan antara peraturan-peraturan hukum dengan hukum positif dengan cita-cita
atau pandangan yang hendak diwujudkan tersebut.43
Untuk itu, kewajiban dan hak legal person harus terperinci menjadi kewajiban dan
hak manusia, yaitu menjadi norma-norma yang mengatur perilaku manusia,
menetapkan beberapa tindakan manusia sebagai kewajiban dan hak.44
42Ibid.,hlm. 141
43 Gatot Supramono, Hukum Acara Pidana danHukum Pidana dibidang Perikanan. Jakarta.
Rineka Cipta. 2011. Hlm. 16
44 Hans Kelsen, Pengantar teori hukum, Bandung: Nusamedia. Cetakan ketiga. 2010. Hlm 88
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Dengan dasar terebut, maka seluruh aspek mengandung asas atau ruhnya
tersendiri, bagi hukum pidana menurut Schaffmeister, N. Keizer dan PH. Sitorus,
terdapat tujuh aspek asanya, yaitu:
a) Tidak dapat dipidana kecuali berdasarkan ketentuan pidana menurut undang-
undang.
b) Tidak ada penerapan undang-undang pidana berdasarkan analogi
c) Tidak dapat dipidana hanya berdasarkan kebiasaan
d) Tidak boleh ada perumusan delik yang kurang jelas (syarat Lex CertaI)
e) Tidak ada kekuatan surut dari undang-undang pidana
f) Tidak ada pidana lain kecuali yangditentukan undang-undang
g) Penuntutan pidana hanya menurut cara yang ditentukan undang-undang45
Sedangkan dalam undang-undang Perikanan mempunyai asas-asas dalam
pengelolaan perikanan tersendiri sebagai dasar pemerintah dan masyarakatdalam
mengelola perikanan, yaitu:
a) Asas manfaat
Asas manfaat adalah asas yang menunjukkan bahwa pengelolaan perikanan harus
mampu memberikan keuntungan dan manfaat yang sebesar-besarnya bagi
peningkatan kemakmuran dankesejahteraan rakyat.Asas ini menekankan pada hasil
pengelolaan yang memberikan keuntungan dan sekaligus bermanfaat.Oleh karena itu
harus ada keuntungannya dahulu baru dimanfaatkan hasilnya.46
Berbagai upaya yang merupakan bagian dari kewajiban untuk mewujudkan
kesejahteraan masyarakat selayaknya menjadi bagian dari komitmen
pemerintah.Komitmen tersebut tetap dipertahankan walau dalam hal-hal tertentu
45Schaffmeister, n. Keizer, dan sitorus, Hukum Pidana.Bandung. Citra Aditya Bakti. 1995.
Hlm. 7
46 Gatot Supramono, Op.cit.,hlm. 16
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dimungkinkan terjadi konﬂik antara pembangunan ekonomi dan sosial.47 Pemanfaatan
kekayaan alam harus diikuti dengan pengelolaan yang baik dan terarah, agar kekayaan
alam tidak mengalami kerusakan yang akan merugikan kita semua.
Asas manfaat yang dianut dalam tata hukum Indonesia adalah suatu konsekuensi
logis diterimanya Pancasila sebagai pandangan hidup khususnya sila keadilan sosial
bagi seluruh rakyat lndonesia.48
b) Asas keadilan
Masalah keadilan merupakan persoalan sentral dalam kehidupan hukum.Hukum
yang berfungsi melindungi masyarakat harus dibentuk, sehingga keadilan dapat
ditegakkan, tidak hanya formal tetapi juga material dan merata. 49 Pengelolaan
perikanan harus mampu memberikan peluang dan kesempatan yang sama secara
proporsional bagi seluruh warga tanpa kecuali. Antara peluang dan kesempatan dapat
disebut sama-sama proporsional apabila ada keseimbangan yang memadai di antara
keduanya.50
Pengelolaan sumber daya ikan perlu dilakukan sebaik-baiknya berdasarkan
keadilan dan pemerataan dalam pemanfaatannya dengan mengutamakan perluasan
kesempatan kerja dan peningkatan taraf hidup bagi nelayan serta terbina kelestarian
sumber daya ikan dan lingkungannya.51Oleh karena itu pemanfaatan sumber daya
ikan harus mampu mewujudkan keadilan dan pemerataan sekaligus memperbaiki
kehidupan nelayan dan mewujudkan desa-desa nelayan yang sejahtera.52
47 Soetomo, Strategi-strategi Pembangunan Masyarakat, Yogyakarta. Pustaka Pelajar, 2006.
Hlm328
48iKhudzaifah Dimyati, Teorisassi Hukum. Yogyakarta. Genta Publishing. 2010. Hlm. 209
49Ibid., hlm 210
50Gatot Supramono, Op.cit. hlm 17
51Supriadi, Alimuddin, Hukum Perikanan di Indonesia, Jakarta. Sinar Grafika. 2011. Hlm 22
52 Marlina, Faisal Riza, Aspek Hukum Peran Masyarakat dalam mencegah Tindak Pidana
Perikanan. Jakarta. Sofmedia. 2013. Hlm.8
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Jangan sampai ada peluang tetapi kesempatan yang diberikan hanya ditujukan
kepada orang-orang tertentu (terbatas), hal ini tidak menggambarkan rasa keadilan
dan harus dicegah atau dihindari sejak dini.53
c) Asas kebersamaan
Pengelolaan perikanan mampu melibatkan seluruh pemangku kepentingan agar
tercapai kesejahteraan masyarakat.Asas kebersamaan merupakan asas yang khusus
digunakan untuk kepentingan masyarakat agar dapat meningkatkan
kesejahteraannya.Titik berat dari asas ini terletak pada kebersamaan pengelolaan
perikanan yang melibatkan seluruh pemangku kepentingan yaitu pihak pemerintah
dan swasta.54
Pelibatan masyarakat dalam pengelolaan sumber daya perikanan merupakan suatu
konsep yang diharapkan dapat mengangkat derajat masyarakat.Segenap nelayan yang
menjadi anggota masyarakat pemilik sumber daya alam perikanan selain berhak
menggunakannya juga bertanggungjawab untuk melindunginya secara
bersama-sama.55De laCruz mengatakan prinsip “kesamaan” berkaitan dengan prinsip
“pemberdayaan". Kesamaan berarti adanya akses dan peluang yang sama di antara
rakyat dengan kelompok masyarakat lainnya. Secara nyata, hal ini berarti bahwa
beberapa orang tidak bisa mengeksploitasi mayoritas rakyat. Kesamaan itu hanya
dapat dicapai melalui pergeseran wadah kekuasaan dari beberapa orang kepada
generasi sekarang dengan generasi yang akan datang.56
d) Asas kemitraan
53Ibid.,hlm. 8
54 Gatot Supramono. Op.cit.,hlm. 18
55 Supriadi, Alimuddin. Op.cit., hlm 40
56Ibid., hlm 41
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Pengelolaan perikanan dilakukan dengan pendekatan kekuatan jejaring pelaku
usaha dan sumber daya yang mempertimbangkan aspek kesetaraan dalam berusaha
secara proporsional.57
Pendekatan jejaring pelaku usaha adalah suatu perbuatan dalam rangka untuk
menjalin kerjasama dengan pelaku usaha perikanan.Ruang lingkup pendekatannya
cukup luas melalui berbagai aspek sehingga sasaran yang dituju dapat
tercapai. 58 Aspek kemitraan menghendaki pendekatan sumber daya yang
mempertimbangkan aspek kesetaraan, mencari mitra usaha harus mempertimbangkan
kekuatan mitra usaha yang setara dengan kekuatan sendiri agar dalam mengelola
perikanan memperoleh keseimbangan.59 Untuk itu  Asas kemitraan mesti bertumpu
pada proporsionalitas dalam pengelolaan perikanan agar dapat dicapai pula hasil yang
seimbang
e) Asas kemandirian
Pengelolaan perikanan dilakukan dengan mengoptimalkan potensi yang ada.Asas
ini lebih menitik beratkan kepada pengelolaan yang optimal, sebenarnya lebih tepat
disebut dengan asas optimalisasi dari pada asas kemandirian.Pengelolaan perikanan
dapat dilakukan dengan kerja yang profesional dan memperoleh hasil yang
berkualitas.60
Pengelolaan yang mandiri kegiatannya lebih cenderung dilakukan sendiri tanpa ada
yang mempengaruhi atau yang mendukung dari pihak lain yang dominan. Sedangkan
pengelolaan yang optimal sesuai dengan arti optimal adalah sesuai dengan kekuatan
yang ada pada pihak pengelolaannya.61
f) Asas pemerataan
57 Marlina, Faisal Reza. Op.cit., hlm 9
58 Gatot Spramono. Op.cit.,hlm. 18
59 Marlina, Faisal Reza. Op.cit., hlm 9
60 Gatot Supramono. Op.cit.,hlm. 18
61Ibid., hlm. 22
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Pengelolaan perikanan dilakukan secara seimbang dan merata, dengan
memperhatikan nelayan kecil.Hukum harus menjaga agar keseimbangan antara hak
dan kewajiban di berbagai bidang kehidupan. 62 Asas ini menekankan pada
keterbukaan akses ekonomi nelayan kecil beerta perlinungan terhadapnya untuk dapat
memiliki akses yang besar dalam peningkatan kesejahtraan hidupnya.
g) Asas keterpaduan
Pengelolaan perikanan dilakukan secara terpadu dari hulu sampai hilir dalam
upaya meningkatkan efisiensi dan efektivitas.63Untuk itu asas ini melapangkan jalan
kerjasama yang efektif dengan seluruh pihak yang terkait dengan pengelolaan
perikanan yang tujuannya tidak lain selain dari pada peningkatan hasil dengan beban
kerja ringan.
h) Asas keterbukaan
Pengelolaan perikanan dilakukan dengan memperhatikan aspirasi masyarakat dan
didukung dengan ketersediaan informasi yang dapat diakses oleh masyarakat.Asas
keterbukaan ini diperlukan karena pengelolaan perikanan tidak dapat dilakukan secara
sepihak tanpa ada dukungan maupun pencegahan dari masyarakat.64
Masyarakat dapat melihat dan mengontrol jalannya pengelolaan perikanan. Untuk
melaksanakan asas keterbukaan dengan memanfaatkan kemajuan teknologi yang
semakin canggih sehingga dapat terjalin komunikasi secara timbal balik dengan
masyarakat secara cepat sehingga jika ada permasalahan yang dihadapi akan segera
ketahuan dan dapat ditanggulangi secepatnya.65
i) Asas efisiensi
62 Khudfizah Dimyati, Op.cit.,hlm. 210
63 Gatot Supramono. Op.cit.,hlm. 19.
64Ibid
65 Marlina, Faisal Reza. Op.cit.,hlm 10.
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Pengelolaan perikanan dilakukan dengan tepat, cermat dan berdaya guna untuk
memperoleh hasil yang maksimal.Mengenai masalah efisiensi dalam pengelolaan
perikanan sebenarnya sudah tercakup di dalam asas keterpaduan di atas, karena
keterpaduan tidak dapat dilepaskan dari efisiensi.l-lanya bedanya pada asas
keterpaduan, efisiensi merupakan tujuan yang hendak dicapai, sedangkan pada asas
efisiensi membicarakan tentang masalah teknis eﬁsiensinya.66
j) Asas Kelestarian
Pengelolaan perikanan dilakukan seoptimal mungkin dengan tetap memperhatikan
aspek kelestarian sumber daya alam.Tugas utama dari pengelolaan perikanan adalah
menjamin penangkapan tidak melampaui kemampuan populasi untuk bertahan dan
tidak mengancam atau merusak kelestarian dan produktivitas dari populasi ikan yang
sedang dikelola.67
Pengelolaan perikanan selain bertujuan untuk memperoleh hasil yang signifikan,
juga harus dihindari akan terjadinya penurunan sumber daya alam secara drastis atau
bahkan sampai terjadi kerusakan sumber daya alam, karena pada dasarnya
pengelolaan perikanan menjaga dan memelihara sumber daya ikan agar tetap lestari
atau abadi sepanjang zaman.68
k) Asas pembangunan yang berkelanjutan
Tujuan pengelolaan perikanan adalah pemanfaatan sumber daya perikanan dalam
jangka panjang dan berkesinambungan. Untuk mewujudkan tujuan ini diperlukan
pendekatan proaktif dan berusaha secara aktif menemukan cara untuk
mengoptimalkan keuntungan ekonomi dan sosial dari sumber daya yang tersedia.69
66 Gatot Supramono. Op.cit.,hlm. 20.
67 Supriadi, alimuddin, Op.cit., hlm 274
68 Gatot Supramono. Op.cit.,hlm. 20
69 Supriadi, alimuddin, Op.cit., hlm 273
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Pengelolaan dilakukan secara terencana dan mampu meningkatkan kemakmuran
serta kesejahteraan rakyat dengan mengutamakan kelestarian lingkungan hidup untuk
masa kini dan masa yang akan datang.70Asas pembangunan berkelanjutan merupakan
asas yang bertumpu pada kelestarian alam, yang menekankan pengelolaan perikanan
dapat berlangsung panjang untuk itu pembangunan yang berkelanjutan dapat
melindungi dan merawat ekosistem laut demi tujuan perlindungan alam dan proteksi
terhadap sumber ekonomi laut.
C. Dasar Hukum Perikanan
Dengan beragamnya jenis usaha perikanan, maka kekuatan regulasi mesti pula
secara tekhnis mengatur mengenai aturan main pengembangan usaha perikanan agar
pengelolaan dapat secara efektif.
Sebagaimana diungkapkan oleh Beverton dalam Firial M. dan Ian R. Dmith
(1987) bahwa mortalitas pada perikanan tertentu secara fungsional berhubungan
dengan jumlah satuan penangkapan yang ikut serta menangkap, jumlah waktu
penangkapan yang ikut serta menangkap, kemampuan menangkap, jumlah waktu
penangkapan, dan tersebarnya aktivitas penangkapan di daerah perikanan (fishing
ground) pada musim tertentu. Selanjutnya, menurut Anthony Scott, maksud, tujuan,
dan manfaat pengaturan perikanan meliputi :71
 Pertama: Peraturan diberlakukan guna memberikan dorongan usaha, yang
berhubungan  dengan pelestarian sumber daya ikan. Oleh karena sumber daya
ikan adalah milik bersama, tentu bisa dimanfaatkan setiap orang, berarti stock
(populasi) ikan telah menjadi milik umum.
70 Marlina, Faisal Reza. Op.cit., hlm 11
71 Djoko Tribawono, Hukum Perikanan Indonesia, Bandung. Citra Aditya Bakti. 2013. Hlm 3
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 Kedua: Peraturan perikanan akan terkait dengan peningkatan kualitas hasil
tangkapan perorangan/nelayan setiap tahun. Misalnya, bentuk peraturan yang
melarang penangkapan ikan pada musim tertentu atau closed season adalah
mencegah persaingan antarnelayan menangkap ikan pada waktu tertentu.
Apabila dilanggar, mengakibatkan rusaknya populasi.
 Ketiga: Demikian halnya dengan upaya pemerataan usaha, itupun ditempuh
melalui pengaturan perikanan, antara lain, dimaksudkan untuk melindungi
yang lemah atau kelompok tertentu.
 Keempat: Mencegah pemborosan tenaga kerja dan modal serta meningkatkan
alokasi sumber daya menjadi berdaya guna.
Hasil tangkap per satuan upaya (catch per unit effart/CPUE) yang cenderung
meningkat mengakibatkan tangkapan per satuan upaya semakin rendah. Pemilik atau
nelayan tidak menerima pendapatan sebagaimana diharapkan dan nelayan lainnya
akan menipis hasil tangkapannya sehingga kecenderungan yang terjadi adalah dengan
memperbesar mesin dan merapatkan mata jaring demi perolehan hasil yang lebih
besar.
Peraturan perundang-undangan yang berhubungan dengan perikanan di awali sejak
ordonansi Belanda, kemudian dibuat UU 9/1985 tentang Perikanan, dan terakhir kali
dilakukan perubahan dengan UU 45/2009 tentang Perubahan atas UU 31/2004 tentang
Perikanan.72
Latar Belakang dan Dasar Pertimbangan Lahirnya Undang-Undang Nomor




Sebagai negara kepulauan yang sebagian besar wilayahnya terdiri atas laut,
Indonesia memiliki potensi perikanan yang besar dan beragam.Potensi perikanan
merupakan potensi ekonomi yang dapat dimanfaatkan sebagai penggerak (prime
mover) pembangunan nasional. Pemanfaatan diarahkan pada pendayagunaan sumber
daya ikan dengan memerhatikan daya dukung dan kelestariannya untuk meningkatkan
kesejahteraan rakyat; meningkatkan taraf hidup nelayan kecil dan pembudi daya ikan
kecil; meningkatkan penerimaan devisa negara; menyediakan perluasan dan
kesempatan kerja; meningkatkan produktivitas, nilai tambah, dan daya saing hasil
perikanan; serta menjamin kelestarian sumber daya ikan, lahan pembudidayaan ikan,
dan tata ruang. Ini berarti pemanfaatan sumber daya perikanan harus seimbang
dengan daya dukung sehingga diharapkan dapat memberikan manfaat secara
berkesinambungan, antara lain, dilakukan dengan pengendalian usaha perikanan
melalui pengaturan pengelolaan perikanan.
Konvensi Perserikatan Bangsa-Bangsa tentang Hukum Laut Tahun 1982
diratifikasi dengan UU 17/4085 tentang Pengesahan United Nations Convention on
the Saw of the Sea 1982, ini rnenempatkan Indonesia rnemiiiki hak berdaulat
(sovereign rights) untuk melakukan pemanfaatan, konservasi, dan pengelolaan sumber
daya ikan di Zona Ekonomi Eksklusif (ZEE) Indonesia dan laut lepas yang
dilaksanakan berdasarkan persyaratan atau standar internasional. Karena itu, perlu
dasar hukum yang mampu menampung semua aspek pengelolaan sumber daya ikan
guna mengantisipasi perkembangan kebutuhan hukum dan teknologi, 31/2004 tentang
Perikanan diharapkan dapat mengantisipasi dan sekaligus sebagai solusi terhadap
perubahan di bidang' perikanan, baik berkaitan dengan ketersediaan sumber daya
ikan, kelestarian lingkungan sumber daya ikan, maupun perkembangan metode
pengelolaan perikanan yang semakin efektif, efisien, dan modern.
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Pada sisi lain, terdapat berbagai isu pembangunan perikanan yang perlu
mendapatkan perhatian, baik dari pemerintah, masyarakat, maupun pihak lain yang
terkait (stakeholders), antara lain, gejala penangkapan ikan yang berlebih (over
fishing), pencurian ikan, dan tindakan illegal fishing lain yang menimbulkan kerugian
bagi negara serta mengancam kepentingan nelayan dan pembudi daya ikan, iklim
industri, dan usaha perikanan nasional. Permasalahan tersebut harus diselesaikan
sehingga penegakan hukum bidang perikanan menjadi sangat penting dan strategis
dalam rangka menunjang pembangunan perikanan secara terkendali dan
berkelanjutan.
UU 31/2004 tentang Perikanan masih belum mampu mengantisipasi
perkembangan teknologi serta perkembangan kebutuhan hukum dalam rangka
pengelolaan dan pemanfaatan potensi sumber daya ikan.Oleh karena itu, perlu
dilakukan perubahan terhadap beberapa substansi, baik menyangkut aspek
manajemen, birokrasi, maupun hukum.Kelemahan aspek manajemen pengelolaan
perikanan, antara lain, belum ada mekanisme koordinasi antarinstansi yang ada
kaitannya dengan pengelolaan perikanan.Kelemahan aspek birokrasi, antara lain,
terjadi benturan kepentingan dalam pengelolaan perikanan.Adapun kelemahan pada
aspek hukum, di antaranya, permasalahan yang menyangkut penegakan hukum,
rumusan sanksi, dan yurisdiksi atau kompetensi relatif pengadilan negeri terhadap
tindak pidana dibidang perikanan yang terjadi di luar kewenangan pengadilan negeri.
Masih adanya kelemahan dalam UU 31/2004 tentang Perikanan, perlu dilakukan
perubahan yang meliputi:
a. Mengenai pengawasan dan penegakan hukum menyangkut mekanisme
koordinasi antarinstarisi penyidik dalam penanganan penyidikan tindak pidana
di bidang perikanan, penerapan sanksi (pidana atau denda), hukum acara,
34
terutama mengenai penentuan batas waktu pemeriksaan perkara, dan fasilitas
dalam penegakan hukum, termasuk kernungkinan penerapan tindakan hukurn
berupa penenggelaman kapal asing yang beroperasi di wilayah pengelolaan
perikanan negara Republik Indonesia.
b. Masalah pengelolaan perikanan, antara lain, kepelabuhan perikanan,
konservasi, perizinan, dan kesyahbandaran.
c. Diperlukan perluasan yurisdiksi pengadilan perikanan sehingga mencakup
seluruh wilayah pengelolaan perikanan negara Republik Indonesia.
 Dasar  Pertimbangan
UU 45/2009 tentang Perubahan atas UU 31/2004 tentang Perikanan didasari
pertimbangan:
a. Bahwa perairan yang berada dalam kedaulatan Negara Kesatuan Republik
Indonesia dan Zona Ekonomi Eksklusif Indonesia serta laut lepas mengandung
sumber daya ikan yang potensial dan sebagai lahan pembudidayaan ikan
merupakan berkah dari Tuhan Yang Maha Esa yang diamanatkan kepada
bangsa Indonesia yang memiliki falsafah hidup Pancasila dan Undang-Undang
Dasar Negara Republik lndonesia Tahun 1945, dengan memerhatikan daya
dukung yang ada dan kelestariannya untuk dimanfaatkan sebesar-besarnya
bagi kesejahteraan dan kemakmuran rakyat lndonesia;
b. Bahwa pemanfaatan sumber daya ikan belum memberikan peningkatan taraf
hidup yang berkelanjutan dan berkeadilan melalui pengelolaan perikanan,
pengawasan, dan sistem penegakan hukum yang optimal;
c. Bahwa UU 31/2004 tentang Perikanan belum sepenuhnya mampu
mengantisipasi perkembangan teknologi dan kebutuhan hukum dalam rangka
pengelolaan dan pemanfaatan potensi sumber daya ikan; dan
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d. Bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, b,
dan c perlu membentuk Undang-Undang tentang Perubahan atas UU 31 /2004
tentang Perikanan.
Beberapa perubahan atas UU 31/2004 meliputi 46 butir perubahan, yakni:
 Ketentuan Pasal 1 angka 11 dan angka 24 diubah;
 Ketentuan Pasal 2 diubah;
 Ketentuan Pasal 7 diubah;
 Ketentuan Pasal 9 diubah;
 Ketentuan Pasal 14 ayat (3) diubah;
 Di antara Pasal 15 dan 16 disisipkan 1 pasal, yakni Pasal 15A;
 Ketentuan Pasal 18 ditambah 2 ayat, yakni ayat (3 dan (4);
 Ketentuan Pasal 23 ditambah 1 ayat, yakni ayat (3);
 Ketentuan Pasal 25 diubah;
 Di antara Pasal 25 dan 26 disisipkan 3 pasal, yakni Pasal 25A, 25B, dan 25C;
 Ketentuan Pasal 27 ayat (1), (2), dan (3) diubah serta ditambah 1 ayat, yakni
ayat (5);
 Ketentuan Pasal 28 ayat (1) dan (2) diubah serta ditambah 2 ayat, yakni ayat
(3) dan (4);
 Di antara Pasal 28 dan 29 disisipkan 1 pasal, yakni Pasal 28A;
 Ketentuan Pasal 32 diubah;
 Di antara Pasal 35 dan 36 disisipkan 1 pasal, yakni Pasal 35A;
 Ketentuan Pasal 36 diubah;
 Ketentuan Pasal 41 diubah;
 Di antara Pasal 41 dan 42 disisipkan 1 pasal, yakni Pasal 41A;
 Ketentuan Pasal 42 diubah;
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 Ketentuan Pasal 43 diubah;
 Ketentuan Pasal 44 ayat (1) diubah;
 Ketentuan Pasal 46 diubah;
 Di antara Pasal 46 dan 47 disisipkan 1 pasal, yakni Pasal 46A;
 Ketentuan Pasal 48 ayat (1) diubah serta di antara ayat (1) dan  (2) disisipkan
ayat, yakni ayat (1a);
 Ketentuan Pasal 50 diubah;
 Ketentuan Pasal 65 ayat (1) dihapus;
 Ketentuan Pasal 66 ayat (2) dan (3) diubah;
 Di antara Pasal 66 dan 67 disisipkan 3 pasal, yakni Pasal 66A, 66B, dan 66C;
 Ketentuan Pasal 69 diubah;
 Ketentuan Pasal 71 diubah;
 Di antara Pasal 71 dan 72 disisipkan 1 pasal, yakni Pasal 71A;
 Ketentuan Pasal 73 diubah;
 Di antara Pasal 73 dan 74 disisipkan 2 pasal, yakni Pasal 73Adan 73B;
 Ketentuan Pasal 75 diubah;
 Ketentuan Pasal 76 ditambah 1 ayat, yakni ayat (9);
 Di antara Bagian kedua dan Bagian Ketiga disisipkan 1 Bagian, yakni bagian
kedua A;
 Di antara Pasal 78 dan 79 disisipkan 1 pasal, yakni Pasal 78A;
 Di antara Pasal 83 dan 84 disisipkan 1 pasal, yakni Pasal 83A;
 Ketentuan Pasal 85 diubah;
 Ketentuan Pasal 93 diubah;
 Di antara Pasal 94 dan 95 disisipkan 1 pasal, yakni Pasal 94A;
 Ketentuan Pasal 98 diubah;
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 Di antara Pasal 100 dan 101 disisipkan 4 pasal, yakni Pasal 100A, 100B,
100C, dan 100D;
 Ketentuan Pasal 105 dihapus;
 Ketentuan Pasal 110 diubah; dan
 Di antara Pasal 110 dan 111 disisipkan 1 pasal, yakni Pasal 110A.
Secara khusus ada penegasan ketentuan tentang nelayan kecil seperti dituangkan
dalam Pasal 1 angka 11 bahwa:
"Nelayan kecil adalah orang yang mata pencahariannya melakukan penangkapan
ikan untuk memenuhi kebutuhan hidup sehari-hari yang menggunakan kapal
perikanan berukuran paling besar 5 (lima) gross ton (GT)”.
Pada undang-undang terdahulu menyebutkan bahwa:
"Nelayan Kecil adalah orang yang mata pencahariannya melakukan penangkapan
ikan untuk memenuhi kebutuhan hidup sehari-hari, tanpa ada batasan ukuran kapal
perikanan yang digunakan".
Pada saat UU 45/2009 tentang Perubahan atas UU 31/2004 tentang Perikanan
mulai berlaku (Pasal 110), maka:
a. UU 9/1985 tentang Perikanan (LNRI 1985-46, TLNRI 3299); dan
b. Ketentuan mengenai penyidikan sebagaimana diatur dalam Pasal 14 dan
ketentuan mengenai pidana denda dalam Pasal 16 ayat (1) UU 5/1983 tentang
Zona Ekonomi Eksklusif Indonesia (LNRI 1983-44, TLNRI3260) khususnya
yang berkaitan dengan tindak pidana di bidang perikanan, dicabut dan
dinyatakan tidak berlaku.
38
Dalam rangka implementasinya semua peraturan pemerintah yang diamanatkan
untuk melaksanakan ketentuan undang-undang harus ditetapkan paling lama satu
tahun sejak disahkan pada tanggal 29 Oktober 2009 (LNRI 2009-154).73
4. Tindak Pidana Perikanan
Sebagaimana yang telah diuraikan dalam bab sebelumnya, ketentuan pidana
perikanan diatur secara khusus di dalam Pasal 84 sampai dengan Pasal 104 Undang-
Undang Nomor 4-5 Tahun 2009 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 31
Tahun 2004 tentang Perikanan. Ketentuan pidana tersebut merupakan tindak pidana di
luar Kitab Undang-Undang Hukum Pidana [KUHP] yang diatur menyimpang, karena
tindak pidananya dapat menimbulkan kerusakan dalam pengelolaan perikanan yang
berakibat merugikan masyarakat, bangsa dan Negara.
Sementara itu tujuan pemidanaan tidak lain adalah untuk mendidik dan membuat
pelaku kejahatan dapat menjadi baik. Mengenai tujuan-tujuan itu terdapat tiga teori,
yaitu:74
1. Untuk menakuti;
Teori dari Anselm von Reuerbach, hukuman itu harus diberikan sedemikian
rupa/cara, sehingga orang takut untuk melakukan kejahatan.Akibat dari teori itu ialah
hukuman-hukuman.Harus diberikan seberat-beratnya dan kadang-kadang merupakan
siksaan.
2. Untuk memperbaiki;
Hukuman yang dijatuhkan dengan tujuan.untuk memperbaiki si terhukum sehingga
di kemudian hari ia menjadi orang yang berguna bagi masyarakat dan tidak akan
melanggar pula peraturan hukum (speciale prevensi atau pencegahan khusus).
73 Djoko tribawono, Op.cit., hlm 9-18
74 Erdianto Effendi, Op.cit. hlm 143
39
3. Untuk melindungi;
Tujuan hukuman ialah melindungi masyarakat terhadap perbuatan-perbuatan
jahat.Dengan diasingkannya si penjahat itu untuk sementara, masyarakat dilindungi
dari perbuatan-perbuatan jahat orang itu (generale prevensi atau pencegahan umum).
Tindak pidana dibidang perikanan yang diatur di dalam Undang-Undang tersebut
hanya ada 2 (dua) macam delik yaitu delik kejahatan (misdrijven) dan delik
pelanggaran (overtredingen).Disebut delik kejahatan karena perbuatan pelaku
bertentangan dengan kepentingan hukum, sedangkan delik pelanggaran merupakan
perbuatan yang tidak mentaati larangan atau keharusan yang ditentukan oleh penguasa
Negara.75
Tindak pidana dibidang perikanan yang termasuk delik kejahatan diatur dalam
Pasal 84, Pasal 85, Pasal 86, Pasal 33, Pasal 91, Pasal 92 Pasal 94 Pasal 100A dan
Pasal 1008, sedangkan yang termasuk delik pelanggaran diatur dalam Pasal 87, Pasal
89, Pasal 90, Pasal 95, Pasal 96, Pasal 97, Pasal, 98, Pasal 99, Pasal 100 dan Pasal
100C.76
75 Arif Satria, Pesisir dan laut untu rakyat, Bogor. IPB Press, 2009. Hlm 153





Dalam melakukan penelitian sehubungan dengan objek yang akan diteliti, maka
Penulis memilih lokasi penelitian di Kota Pangkep Provinsi Sulawesi Selatan, dengan
fokus studi pada Pengadilan Negeri Pangkep, Kejaksaan Negeri Pangkep, Polresta
Pangkep, Lembaga Pemasyarakatan Klas II Pangkep. Adapun pertimbangan
dipilihnya lokasi penelitian tersebut karena sesuai dengan tujuan penulisan Penulis
untuk meneliti apa yang menjadi dasar pertimbangan Majelis Hakim dalam menilai
perbuatan pelaku tindak pidana perikanan serta alat bukti yang mendukung terjainya
tindak pidana perikanan.
B.Jenis dan Sumber Data
Jenis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah:
1) Data primer, adalah data yang diperoleh melalui penelitian lapangan dengan
pihak-pihak yang terkait sehubungan dengan penelitian ini,
2) Data sekunder, adalah data yang diperoleh melalui studi kepustakaan, yaitu
dengan menelaah literatur, artikel, serta peraturan perundang-undangan yang
berlaku.
Sumber data dalam penelitian ini adalah:
1) Penelitian pustaka (library research), yaitu menelaah berbagai buku
kepustakaan, koran dan karya ilmiah yang ada hubungannya dengan objek
penelitian.
2) Penelitian lapangan (field research), yaitu pengumpulan data dengan
mengamati secara sistematis terhadap fenomena-fenomena yang diselidiki.
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C. Teknik Pengumpulan Data
Adapun teknik pengumpulan data yang dilakukan adalah:
1) Wawancara, yaitu tanya-jawab secara langsung yang dianggap dapat
memberikan keterangan yang diperlukan dalam pembahasan objek
penelitian.
2) Dokumen, yaitu teknik pengumpulan data dengan cara mencatat   dokumen-
dokumen (arsip) yang berkaitan dengan permasalahan yang akan dikaji.
3) Daftar pertanyaan (kuisioner), yaitu dengan memberikan rangkaian
pertanyaan tentang hal yang berkenaan dengan penelitian penulis dengan
cara mengajukan sejumlah pertanyaan ini disampaikan dalam bentuk tertulis.
Kuisioner ini dilakukan kepada masyarakat pada umumnya.
D. Analisis Data
Data yang telah diperoleh baik data primer dan data sekunder akan diolah dan
dianalisis berdasarkan rumusan masalah yang telah diterapkan sehingga diharapkan
dapat diperoleh gambaran yang jelas. Analisis data yang digunakan adalah analisis
data yang berupaya memberikan gambaran secara jelas dan konkrit terhadap objek
yang dibahas secara kualitatif dan kauntitatif dan selanjutnya data tersebut disajikan
secara deskripsi yaitu menjelaskan, menguraikan, dan menggambarkan sesuai dengan
permasalahan yang erat kaitannya dengan penelitian ini.
Analisis kuantitatif adalah suatu analisis dengan menggambarkan faktor-faktor
yang terjadi di lapangan penelitian. Sedangkan, analisis kuantitatif berupa analisis
mengenai tingkat perkembangan perbuatan pidana perikanan di kota pangkep yang
dihitung menggunakan tabulasi frekuensi dan diberi analisis deskriptif dengan rumus:
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N = Jumlah Frekuensi
100% = Angka Pembulatan
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BAB IV
HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN
A. Penerapan Hukum Pidana terhadap tindak pidana perikanan dalam putusan
No.20/Pid.B/2012/PN.Pangkep
1. Duduk Perkara
Putusan No.20/Pid.B/2012/PN.Pangkep adalah putusan Pengadilan Negeri
Pangkajene yang mengadili perkara-perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa
pada tingkat pertama terhadap para terdakwa diantaranya adalah:
I. SAINUDDIN BIN HALIM; Tempat lahir Bulukumba; Umur/tanggal lahir:
30 Tahun; Jenis kelamin: Laki-laki; Kebangsaan: Indonesia; Tempat tinggal:
Pulau Kondong Bali, Desa Mattiro Matae, Kecamatan Liukang Tapibiring,
Kabupaten Pangkep; Pekerjaan: Nelayan;
II. DARWIS BIN MADONG; Tempat lahir: Pulau sarappo Cadi; Umur/tanggal
lahir: 25 Tahun; Jenis kelamin: Laki-laki; Kebangsaan: Indonesia; Tempat
tinggal: Pulau Kondong Bali, Desa Mattiro Matae, Kecamatan Liukang
Tapibiring, Kabupaten Pangkep; Pekerjaan: Nelayan;
III. RIDWAN ALIAS DIDU BIN BASOLLENG; Tempat lahir: Pulau sarappo
Cadi; Umur/tanggal lahir: 25 Tahun/Tahun 1986; Jenis kelamin: Laki-laki;
Kebangsaan: Indonesia; Tempat tinggal: Pulau Kondong Bali, Desa Mattiro
Matae, Kecamatan Liukang Tapibiring, Kabupaten Pangkep; Pekerjaan:
Nelayan;
Adapun Kronologis peristiwa tindak pidana dalam putusan
No.20/Pid.B/2012/PN.Pangkep yaitu berawal pada hari Senin tanggal 21 November
2011 sekitar jam 08.00 Wita Terdakwa I yaitu SAINUDDIN, menyiapkan bahan
peledak berupa 2 (dua) buah botol soda yang diisi dengan pupuk amonium nitrate
setelah kedua botol tersebut terisi, kemudian ditutup dengan potongan sandal jepit.
Selanjutnya masih pada hari yang sama sekitar pukul 15.00 Wita para Terdakwa
berangkat bersama-sama dari Pulau Kondong Bali dengan menggunakan perahu
jolloro milik Terdakwa I yaitu SAINUDDIN menuju perairan Taka Tambakulu untuk
menangkap ikan, dengan membawa bahan peledak/bom ikan yang telah dipersiapkan
sebelumnya, berikut bahan dan alat tambahan seperti : obat nyamuk, mesin kompresor
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serta perlengkapan menyelam. Setelah sampai lokasi, Para Terdakwa mencari lokasi
yang banyak ikannya kemudian Terdakwa III yaitu RIDWAN tugasnya menghentikan
mesin perahu jolloro lalu Terdakwa II yaitu DARWIS dan Terdakwa III yaitu
RIDWAN tugasnya mendayung jolloro (bilamana perahu tersebut sudah mati
mesinnya) dan mendekati lokasi yang banyak ikannya tersebut selanjutnya Terdakwa
I yaitu SAINUDDIN melubangi tutup botol yng berisi pupuk amonium nitrate atau
bahan peledak/bom ikan tersebut lalu memasukkan detonator ke dalamnya kemudian
membakar sumbu ledak dengan menggunakan obat nyamuk yang sudah menyala dan
melemparkan botol tersebut ke dalam laut sebanyak 1 (satu) kali. Setelah itu, para
terdakwa mengumpulkan ikan-ikan yang kena bahan peledak/bom ikan tersebut yang
mana Terdakwa I yaitu SAINUDDIN yang menyelam ke dalam laut, Terdakwa II
yaitu DARWIS menunggu dan memasukkan ikan ke dalam wadah atau keranjang
ikan, sedangkan Terdakwa III yaitu RIDWAN bertugas mengulurkan dan menarik
selang regulator yang digunakan oleh Terdakwa I yaitu SAINUDDIN. Kemudian
petugas Polair yang melihat perbuatan Para Terdakwa segera mendeksti perahu
mereka. Menyadari kedatangan petugas Polair, Terdakwa I yaitu SAINUDDIN yang
masih sedang menyelam pada saat itu langsung naik ke atas perahunya dan menyuruh
Terdakwa III yaitu RIDWAN membunyikan mesin dan pergi dari tempat tersebut
namun akhirnya petugas Polair berhasil dan menangkap Para Terdakwa.
2. Dakwaan Jaksa Penuntut Umum
Berdasarkan Putusan 20/Pid.B/2012/PN.Pangkep tentang Surat Dakwaan
Penuntut Umum tertanggal 16 Februari 2012, telah didakwa melakukan tindak pidana,
sebagai berikut :
KESATU
Bahwa Terdakwa I. SAINUDDIN Bin HALIM, Terdakwa ll. DARWIS Bin
MADONG dan Terdakwa III. RIDWAN Alias DIDu Bin BASOLLENG pada hari
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Senin tanggal 21 November 2011 sekira jam 15.30 Wita atau setidak-tidaknya pada
waktu-waktu lain dalam bulan November 2011, bertempat di perairan Taka
Tambakulu pulau Kondong Bali Kec. Liukang, Kab. Pangkep atau setidak-tidaknya
pada tempat lain yang masih daerah hukum pengadilan Negeri Pangkajene, sebagai
orang yang melakukan, yang menyuruh melakukan, atau turut melakukan perbuatan,
dengan sengaja di wilayah pengelolaan perikanan Republik Indonesia melakukan
penangkapan ikan den/atau pembudidayaan ikan dengan bahan kimia, bahan biologis,
bahan peledak, alat dan/atau cara, dan/atau bangunan yang dapat merugikan dan/atau
membahayakan kelestarian sumberdaya ikan dan/atau lingkungannya sebagaimana
dimaksud dalam pasal 8 Ayat (1), yang dilakukan oleh para terdakwa dengan cara:
- Bahwa pada tanggal 21 November 2011 sekitar pukul 08.00 Terdakwa
menyiapkan bahan peledak berupa 2 (dua) buah botol soda  yang di isi dengan
pupuk amonium nitrate setelah kedua botol tersebut terisi, kemudian ditutup
dengan potongan sendal jepit;
- Selanjutnya masih ada hari yang sama, sekitar pukul 15.00 wita pada Terdakwa
berangkat bersama-sama dari Pulau kondong Bali dengan menggunakan perahu
jolloro milik Terdakwa I menuju perairan Taka Tembakulu unutk menangkap
ikan, dengan membawa bahan peledak/bom ikan yang telah dipersiapkan
sebelumnya berikut bahan dan alat tambahan seperti : obat nyamuk, mesin
kompresor serta perlengkapan menyelam. Setelah sampai di lokasi, para
Terdakwa mencari lokasi yang banyak ikannya kemudian terdakwa III
menghentikan mesin lalu Terdakwa II dan Terdakwa III mendayung dan
mendekati lokasi yang banyak ikannya tersebut selanjutnya Terdakwa I melubangi
tutup botol yang berisi pupuk amonium nitrateatau bahan peledak/bom ikan
tersebut lalu memasukan detonator ke dalamnya kemudian membakar sumbu
ledak dengan menggunakan obat nyamuk yang sudah menyala dan melemparkan
botol tersebut ke dalalam laut sebanyak 2 (dua) kali;
- Setelah itu, Para Terdakwa mengumpulkan ikan-ikan yang kena bahan
peledak/bom ikan tersebut yang mana Terdakwa I yang menyelam ke dalam laut,
Terdakwa II menunggu dan memasukkan ikan ke dalam wadah atau keranjang
ikan, sedankan Terdakwa III bertugas mengulurkan dan menarik selang regulator
yang digunakan TerdakwaI. Kemudian petugas polair yang melihat perbuatan para
Terdakwa segera mendekati perahu mereka. Menyadari kedatangan petugas polair
Terdakwa I yang masih sedang menyelam pada saat itu langsung naik ke atas
perahunya dan menyuruh Terdakwa III menyembunyikan mesin dan pergi dari
tempat tersebut namun akhirnya petugas polair berhasil mengejar dan menangkap
Para Terdakwa;
- Berdasarkan pemeriksaan Laboratorium Forensik Makassar NO. Lab :
1315/KTF//XI/2011 tanggal 28 November 2011 dengan hasil pemeriksaan
terhadap barang bukti yaitu ikan-ikan hasil tangkapan Para Terdakwa, diketahui
bahwa ikan-ikan tersebut mengalami pemecahan pembuluh darah, kerusakan
gelembung renang dan kerusakan organ dalam akibat getaran yang kuat sehingga
disimpulkan bahwa ikan-ikan tersebut adalah tangkapan dengan menggunakan
bom ikan.
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- Akibat perbuatan Para Terdakwa yang menangkap ikan dengan bom atau bahan
peledak tersebut dapat menimbulkan kerusakan sumber daya ikan dan
ekosistemnya.
Perbuatan para Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal
84 ayat (1) Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2004 tentang Perikanan j.o Undang-
Undang Nomor 45 Tahun 2009 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 31
Tahun 2004 Tentang Perikanan j.o Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP.
KEDUA
Bahwa Terdakwa I. SAINUDDIN Bin HALIM, Terdakwa II. DARWIS Bin
MADONG dan Terdakwa III. RIDWAN ALIAS DIDU Bin BASOLLENG pada hari
Senin tanggal 21 November 2011 sekira jam 15.30 Wita atau setidak-tidaknya pada
waktu-waktu lain dalam bulan November 2011, bertempat di perairan Taka
Tambakulu Pulau Kondong Bali Kec. Liukang, Kab. Pangkep atau setidak-tidaknya
pada tempat lain yang masih daerah hukuman Pengadilan Negeri Pangkajene, sebagai
orang yang melakukan, yang menyuruh melakukan atau turut melakukan perbuatan,
dengan sengaja memiliki, menguasai, membawa, dan/atau menggunakan alat
penangkap ikan dan/atau alat bantu penangkapan ikan yang menganggu dan merusak
keberlanjutan sumber daya ikan di kapal penangkap ikan di wilayah pengelolaan
perikanan Negara Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9, yang
dilakukan oleh para Terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut :
- Bahwa pada tanggal 21 November 2011 sekitar pukul 08.00 Terdakwa I
menyiapkan bahan peledak berupa 2 (dua) buah botol soda yang diisi dengan
pupuk amonium nitrate setelah kedua botol tersebut diisi, kemudian ditutup
dengan potongan sandal jepit;
- Selanjutnya masih pada hari yang sama, sekitar pukul 15.00 Wita pada Terdakwa
berangkat bersama-sama dari Pulau Kondong Bali dengan menggunakan perahu
jolhoro milik Terdakwa I menuju perairan Taka Tambakulu untuk menangkap
ikan, dengan membawa bahan peledak/bom ikan yang telah dipersiapkan
sebelumnya berikut bahan dan alat tambahan seperti : obat nyamuk, mesin
kompresor serta perlengkapan menyelam. Setelah sampai di lokasi, Para
Terdakwa mencari lokasi yang banyak ikannya kemudian Terdakwa III
menghentikan mesin lalu Terdakwa II dan Terdakwa III mendayung dan
mendekati lokasi yang banyak ikannya tersebut selanjutnya Terdakwa I melubangi
tutup botol yang berisi pupuk amonium nitrate atau bahan peledak/bom ikan
tersebut lalu memasukkan detonator ke dalamnya kemudian membakar sumbu
ledak dengan menggunakan obat nyamuk yang sudah menyala dan melemparkan
botol tersebut ke dalam laut sebanyak 2 (dua) kali;
- Setelah itu, Para Terdakwa mengumpulkan ikan-ikan yang kena bahan
peledak/bom ikan tersebut yang mana Terdakwa I yang menyelam ke dalam laut,
Terdakwa II menunggu dan memasukkan ikan ke dalam wadah atau keranjang
ikan, sedangkan Terdakwa III bertugas mengulurkan dan menarik selang regulator
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yang digunakan oleh Terdakwa I. Kemudian petugas Polair yang melihat
perbuatan Para Terdakwa segera mendekati perahu mereka. Menyadari
kedatangan Polair, Terdakwa I yang masih sedang menyelam pada saat itu
langsung naik ke atas perahunya dan menyuruh terdakwa III menyembunyikan
mesin dan pergi dari tempat tersebut namun akhirnya petugas Polair berhasil
mengejar dan menangkap para Terdakwa;
- Berdasarkan pemeriksaan Laboratorium Forensik Makassar No. Lab :
1315/KTF/XI/2011 tanggal 28 November 2011 dengan hasil pemeriksaan
terhadap barang bukti yaitu ikan-ikan hasil tangkapan Para Terdakwa, diketahui
bahwa ikan-ikan tersebut mengalami pemecahan pembuluh darah, kerusakan
gelembung renang dan kerusakan organ dalam akibat getaran yang kuat sehingga
disimpulkan bahwa ikan-ikan tersebut adalah hasil tangkapan dengan
menggunakan bom ikan.
- Akibatnya perbuatan Para Terdakwa yang menangkap ikan dengan bom atau
bahan peledak tersebut dapat menimbulkan kerusakan sumber daya ikan dan
ekosistemnya.
Perbuatan Para Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal
85 Undang – undang Nomor 31 Tahun 2004 tentang Perubahan atas Undang –
Undang Nomor 31 Tahun 2004 Tentang Perikanan j.o Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP.
Menimbang, bahwa terhadap dakwaan tersebut Para terdakwa menyatakan
telah mengerti dan tidak mengajukan keberatan.
Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya, Penuntut Umum di
persidangan telah mengajukan saksi-saksi yang didengar keterangannya di bawah
sumpah yang pada pokoknya memberikan keterangan sebagai berikut :
1. TUKIMIN Bin TASMIN REDJO
- Bahwa Para Terdakwa telah melakukan penangkapan ikan dengan
menggunakan bahan peledak;
- Bahwa kejadiannya pada hari Senin tanggal 21 November 2011 sekitar jam
15.30 Wita di perairan Taka Tambaluku, Pulau Kondong Bali, Desa Mattiro
Matae, Kecamatan Liukang Kabupaten Pangkep;
- Bahwa pada hari tersebut saksi bersama dengan Mustakim dan Abd Rahman
melaksanakan patroli di Perairan Tupabbirng dengan menggunakan jolloro
dan pada saat melintas di perairan Taka Tambaku saksi melihat Para
Terdakwa dengan menggunakan perahu jolloro warna biru tanpa nama;
- Bahwa saksi dan Abdul Rahman kemudian mendengar suara ledakan
sebanyak 2 (dua) kali disekitar jolloro tersebut;
- Bahwa kemudian saksi mendekati perahu yang ternyata berisi Para Terdakwa,
dan menyadari kedatangan petugas Polair, orang yang masih sedang
menyelam pada saat itu langsung naik ke atas perahunya dan kemudian jolloro
tersebut pergi dari tempat tersebut namun akhirnya saksi berhasil mengejar
dan menangkap Para Terdaakwa;
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- Bahwa setelah saksi tangkap ternyata perahu jolloro tersebut digunakan oleh
Para Terdakwa, dimana jolloro tersebut adalah milik Terdakwa I sedangkan
Terdakwa II dan III sebagai ABK;
- Bahwa dari atas perahu Terdakwa I tidak ditemukan bom ikan akan tetapi
ditemukan ikan-ikan hasil tangkapan ParaTerdakwa;
- Bahwa saksi mengetahui Para Terdakwa menggunakan bom ikan karena saksi
sempat mendengar suara ledakan dan cipratan air;
2 ABD. RAHMAN Bin HERMAN
- Bahwa Para Terdakwa telah melakukan penangkapan ikan dengan
menggunakan bahan peledak;
- Bahwa kejadiannya pada hari Senin tanggal 21 November 2011 sekitar jam
15.30 Wita di perairan Taka Tambaluku, Pulau Kondong Bali, Desa Mattiro
Matae, Kecamatan Liukang, Kabupaten Pangkep;
- Bahwa pada hari tersebut saksi bersama dengan Mustakim dan Abd Rahman
melaksanakan patroli di Perairan Tupabbirng dengan menggunakan jolloro
dan pada saat melintas di perairan Taka Tambaku saksi melihat Para
Terdakwa dengan menggunakan perahu jolloro warna biru tanpa nama;
- Bahwa saksi dan Abdul Rahman kemudian mendengar suara ledakan
sebanyak 2 (dua) kali disekitar jolloro tersebut;
- Bahwa kemudian saksi mendekati perahu yang ternyata berisi Para Terdakwa,
dan menyadari kedatangan petugas Polair, orang yang masih sedang
menyelam pada saat itu langsung naik ke atas perahunya dan kemudian jolloro
tersebut pergi dari tempat tersebut namun akhirnya saksi berhasil mengejar
dan menangkap Para Terdaakwa;
- Bahwa setelah saksi tangkap ternyata perahu jolloro tersebut digunakan oleh
Para Terdakwa, dimana jolloro tersebut adalah milik Terdakwa I sedangkan
Terdakwa II dan III sebagai ABK;
- Bahwa dari atas perahu Terdakwa I tidak ditemukan bom ikan akan tetapi
ditemukan ikan-ikan hasil tangkapan ParaTerdakwa;
- Bahwa saksi mengetahui Para Terdakwa menggunakan bom ikan karena saksi
sempat mendengar suara ledakan dan cipratan air;
3. SAMSIR Bin Dg. EMBA
- Bahwa pada tanggal 21 November 2011 sekitar jam 15.30 Wita Para
Terdakwa telah melakukan penangkapan ikan dengan menggunakan bahan
peledak (bom ikan) di perairan Pulau Kondong Bali;
- Bahwa saksi melihat langsung kejadiannya dan saksi juga melihat Para
Terdakwa ditangkap oleh Polisi;
- Bahwa Polisi naik perahu jolloro milik saksi dan kemudian Polisi tersebut
menangkap Para Terdakwa;
- Bahwa saksi melihat Terdakwa I melemparkan bom ikan masuk ke laut satu
kali dan melihat cipratan air;
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Menimbang, bahwa atas keterangan saksi-saksi tersebut Para Terdakwa
membenarkannya.
Menimbang, bahwa selanjutnya oleh karena Penuntut Umum tidak dapat
menghadirkan ahli dalam persidangan maka keterangan ahli pada tingkat penyidikan
dibacakan di persidangan dan atasnya Para Terdakwa tidak mengajukan keberatan,
keterangan ahli tersebut adalah ANDI MEI AGUNG, S.ST. PI Bin MAPPASESU,
Keterangan ahli mana selengkapnya sebagaimana termuat dalam Berita Acara
Pemeriksaan Ahli pada tingkat Penyidikan dan pada pokoknya keterangannya adalah:
- Bahwa tugas ahli di bidang perikanan adalah sebagai pengawas dan
melindungi sumber daya kelautan dan perikanan;
- Bahwa benar ikan yang diperlihatkan oleh penyidik kepada ahli sesuai dengan
pengamatan terjadi kerusakan pada fisik tubuh seperti pecahnya pembuluh
darah pada bola mata ikan;
Menimbang, bahwa Para Terdakwa sendiri di persidangan telah memberikan
keterangan yang pada pokoknya adalah sebagai berikut:
I. SAINUDDIN Bin HALIM;
- Bahwa Terdakwa I dihadapkan dipersidangan sehubungan dengan menangkap
ikan dengan menggunakan bahan peledak (bom ikan);
- Bahwa Para Terdakwa pada hari Senin tanggal 21 November 2011 berangkat
bersama-sama dari Pulau Kondong Bali dengan menggunakan perahu jolloro
milik Terdakwa I menuju perairan Taka Tambakulu untuk menangkap ikan,
dengan membawa bahan peledak/bom ikan yang telah dipersiapkan
sebelumnya berikut adalah bahan dan alat tambahan seperti : obat nyamuk,
mesin kompresor, serta perlengkapan menyelam.
- Bahwa setelah sampai di lokasi, Para Terdakwa mencari lokasi yang banyak
ikannya kemudian Terdakwa III menghentikan mesin lalu Terdakwa II dan
Terdakwa III mendayung dan mendekati lokasi yang banyak ikannya tersebut
selajutnya Terdakwa I melubangi tutup botol yang berisi pupuk amonium
nitrate atau bahan peledak/bom ikan tersebut lalu memasukkan detonator ke
dalamnya kemudian membakar sumbu ledak dengan menggunakan obat
nyamuk yang sudah menyala dan melemparkan botol tersebut ke dalam laut
sebanyak 1 (satu) kali;
- Bahwa  setelah itu, Para Terdakwa mengumpulkan ikan-ikan yang kena bahan
peledak/bom ikan tersebut yang mana Terdakwa I yang menyelam kedalam
laut, Terdakwa ll menunggu dan memasukkan ikan kedalam wadah atau
keranjang ikan, sedangkan terdakwa III bertugas mengulurkan dan menarik
selang regulator yang di gunakan Terdakwa I.
- Bahwa benar semua barang bukti milik Terdakwa I;
- Bahwa setelah di bom ikannya baru Terdakwa I menyelam;
- Bahwa pembagian tugasnya adalah Terdakwa I nagian menyelam, Darwis
bagian mematikan mesin perahu jolloro sedangkann Ridwan tugasnya
mendayung perahu jolloro bilamana perahu tersebut sudah mati mesinnya.
- Bahwa botol yang Terdakwa I gunakan sebagai bom ikan adalah botol soda;
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- Bahwa Terdakwa I yang mengajak Terdakwa II dan III;
II. DARWlS Bin MADONG;
- Bahwa Terdakwa II dihadapkan dipersidangan sehubungan dengan
sehubungan dengan menangkap ikan dengan menggunakan bahan peledak
(bom ikan);
- Bahwa kejadiannya pada hari senin tanggal 21 November 2011 jam 15.30 di
perairan taka takambakulu Pulau Kondong Bali, Desa Mattiro Matae,
Kecamatan Liukang Tupabbiring, Kabupaten Pangkep;
- Bahwa benar semua barang bukti milik Terdakwa I;
- Bahwa setelaah dibom ikannya baru Terdakwa I menyelam;
- Bahwa pembagian tugasnya adalah Terdakwa I bagian menyelam, Terdakwa
II bagian mematikan mesin perahu jolloro sedangkan Terdakwa IIItugasnya
Dmendayung perahu jolloro bilamana perahu tersebut sudah mati mesinnya;
- Bahwa Terdakwa I yang mengajak Terdakwa II dan III;
III. RIDWAN Alias DIDU Bin BASOLLENG;
- Bahwa Terdakwa II dihadapkan dipersidangan sehubungan dengan
menangkap ikan dengan menggunakan bahan peledak (bom ikan)
- Bahwa kejadiannya pada hari senin tanggal 21 November 2011 jam 15.30 di
perairan Takambakulu Pulau Kondong Bali, Desa Mattiro Matae, Kecamatan
Liukang Tupabbiring, Kabupaten Pangkep;
- Bahwa benar semua barang bukti adalah milik Terdakwa I;
- Bahwa setelah dibom ikannya baru Terdakwa I menyelam;
- Bahwa pembagian tugasnya adalah terdakwa I bagian menyelam, Terdakwa II
bagian matikan mesin perahu jolloro sedangkan terdakwa III tugasnya
mendayung perahu jolloro bilamana perahu tersebut sudah mati mesinnya.
- Bahwa terdakwa I yang mengajak terdakwa II dan III;
Menimbang bahwa dipersidangan diajukan barang bukti berupa 1 (satu) buah
perahu jolloro; 1 (satu) buah mesin kompresor, 1 (buah) selang regulator dengan
panjang kurang lebih 40 M (empat puluh meter); 2(dua) buah kacamata selam; 1
(satu) buah pasang pins (kaki bebek) warna biru; 40 (empat puluh) ekor ikan yang
terdiri dari ikan bannyara, ikan sinrili, ikan katamba dan ikan ila; barang bukti
tersebut telah disita secara sah menurut hukum.
Menimbang, bahwa untuk ringkasnya putusan ini maka segala sesuatu yang
tercatat dalam Berita Acara Persidangan turut dipertimbangkan dan merupakan bagian
yang tidak terpisahkan dari putusan ini.
Berdasarkan Surat Dakwaan Penuntut Umum tanggal 06 Februari 2012, telah
didakwa melakukan tindak pidana:
KESATU : Melanggar Pasal 84 ayat (1) UU Nomor 31 Tahun 2004 tentang
Perikanan jo UU nomor 45 Tahun 2009 tentang Perubahan atas UU
Nomor 31 Tahun 2004 Tentang Perikanan jo Pasal 55 ayat (1) ke-1
KUHP
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KEDUA : Melanggar Pasal 85 UU Nomor 31 Tahun 2004 Tentang Perikanan
; UU Nomor 45 Tahun 2009 tentang Perubahan atas UU Nomor 31
Tahun 2004 Tentang Perikanan jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP.
3. Tuntutan Jaksa Penuntut Umum
Tuntutan Pidana dari Penuntut Umum tertanggal 01 Maret 2012 yang
menuntut :
1. Menyatakan Terdakwa I Sainuddin Bin Halim, Terdakwa II Darwis Bin Madong,
dan Terdakwa III Ridwan alias Didu Bin Soleng bersalah melakukan tindak
pidana penangkapan ikan dengan menggunakan Bom sebagaimana diatur dan
diancam pidana dalam Pasal 84 Ayat (1) Undang-Undang  No. 31 tahun 2004
tentang perikanan Jo. Undang-Undang Nomor 45 Tahun 2009 tentang Perubahan
Atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2004 tentang perikanan j.o Pasal 55 Ayat
(1) Ke-1 KUHP sebagaimana dakwaan kesatu;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa I Sainuddin Bin Halirn, Terdakwa II
Darwis Bin Madong dan Terdakwa III Ridwan alias Didu Bin Soleng dengan
masing-masing pidana penjara selama 1 (satu) tahun  6 (enam) bulan dengan
perintah Terdakwa tetap ditahan dan denda sebersar Rp.100.000.000,- (seratus
juta rupiah) subsidair 2 (dua) bulan kurungan;
3. Memerintahkan agar Para Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
4. Menetapkan, agar barang bukti berupa :
- 1 (satu) buah perahu jolloro;
- 1 (satu) buah mesin kompressor;
- 1 (satu) buah selang dengan panjang kurang lebih 40 M (empat puluh meter);
- 2 (dua) buah kacamata selam
- 1 (satu) buah pasang pins (kaki bebek) warna biru;
- Barang bukti tersebut dirampas untuk negara.
- 40 (empat Puluh) ekor ikan yang tediri dari ikan bannyara, ikan sinrili, ikan
Katamba, ikan ila;
- Barang bukti tersebut dirarnpas untuk dimusnahkan;
5. Menetapkan agar masing-masing Terdakwa dibebani membayar biaya perkara
sebesar Rp.1.000,-(seribu rupiah).
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1. Menyatakan Terdakwa I. SAINUDDIN Bin HALIM, Terdakwa II. DARWIS Bin
MADONG dan Terdakwa III. RIDWAN Alias DIDU Bin BASOLLENG terbukti
secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana secara bersama-
sama melakukan penangkapan ikan dengan menggunakan bahan peledak.
2. Menjatuhkan pidana oleh karena itu terhadap Para Terdakwa tersebut dengan
pidana penjara masing-masing selama 10 (sepuluh) bulan.
3. Menetapkan masa penahanan sementara yang telah dijalani ole Para Terdakwa
dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan.
4. Memerintahkan agar Para Terdakwa tetap ditahan.
5. Menetapkan agar barang bukti berupa :
- 1 (satu) buah perahu jolloro;
- 1 (satu) buah mesin kompresor;
- 1 (satu) buah selang dengan panjang kurang lebih 40 M (empat puluh meter);
- 2 (dua) buah kacamata selam;
- 1 (satu) buah pasng pins (kaki bebek) warna biru;
Dirampas untuk Negara;
- 40 (empat puluh) ekor ikan yang terdiri dari ikan banyyara, ikan sinrili, ikan
katamba dan ikan ila;
Dirampas untuk dimusnahkan;
6. Membebankan kepada Para Terdakwa untuk membayar biaya perkara masing-
masing sebesar Rp. 1.000,- (seribu Rupiah).
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5. Analisis Penulis
Penerapan hukum pidana Jaksa Penuntut Umum terhadap tindak pidana para
terdakwa, dimana terlebih dahulu dijelaskan duduk perkara yang pada intinya Para
Terdakwa menangkap ikan dilaut menggunakan bom ikan, kemudian diajukan saksi
dan barang bukti serta keterangan para terdakwa dimana semua keterangan sesuai
tanpa ada perbedaan keterangan. Berdasarkan fakta-fakta yang terungkap dalam
pemeriksaan persidangan dikaitkan dengan unsur dakwaan, maka menurut Jaksa
Penuntut Umum dakwaan yang didakwakan kepada terdakwa tersebut dinyatakan
terbukti, yang merupakan tindakan pidana sehingga melanggar Pasal 84 ayat (1) UU
Nomor 31 Tahun 2004 tentang Perikanan jo UU nomor 45 Tahun 2009 tentang
Perubahan atas UU Nomor 31 Tahun 2004 Tentang Perikanan jo Pasal 55 ayat (1) ke-
1 KUHP, dengan unsur-unsur sebagai berikut :
1. Unsur “Setap Orang”.
Setiap orang adalah atau manusia sebagai subjek hukum yang mampu
bertanggung jawab atas semua perbuatan yang telah dilakukannya. Para Terdakwa
terkualifikasi sebagai orang per orang (natur lijke persoonen) yang menjadi atau
sebagai pendukung hak dan kewajiban. Dalam persidangan telah diperiksa
identitas diri para terdakwa yaitu Sainuddin Bin Halim, Darwis Bin Madong dan
Ridwan Alias Didu Bin Basolleng, dalam kedudukannya sebagai subjek hukum
pelaku tindak pidana yang sehat jasmani dan rohani mempunyai hak dan
kewajiban serta kepadanya dapat dimintakan pertanggungjawaban atas
perbuatannya melakukan tindak pidana.
2. Unsur “yang sengaja di wilayah pengelolaan perikanan Republik Indonesia
melakukan penangkapan ikan dan/atau pembudidayaan ikan dengan menggunakan
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bahan kimia, bahan biologis, bahan peledak, alat dan/atau cara, dan/atau
bangunaan”
Yang dimaksud dengan pengelolaan perikanan Republik Indonesia yaitu laut
territorial Indonesia beserta perairan kepulauan dan perairan pedalamannya. Dari
fakta-fakta yang terungkap di persidangan para terdakwa menangkap ikan di
Perairan Taka Tambakulu Pulau Kondong Bali Kec. Liukang, Kab. Pangkep atau
setidak-tidaknya pada tempat lain yang masih daerah hukuman Pengadilan Negeri
Pangkajene yang masih merupakan wilayah perikanan Republik Indonesia.
Dapat dilihat dari bukti hasil pemeriksaan Laboratorium Forensik Makassar
No. Lab : 1315/KTF/XI/2011 tanggal 28 November 2011 yakni ikan-ikan tersebut
adalah hasil tangkapan dengan menggunakan bom ikan.
Penulis berpedapat bahwa hukuman yang diberikan hakim kepda para
terdakwa sudah tepat dikarenakan Jaksa Penuntut Umum hanya menuntut pidana
penjara selama 1 ( satu ) tahun 6 ( enam ) bulan dengan perintah terdakwa tetap
ditahan dan denda sebesar Rp. 100.000.000,- (seratus juta Rupiah) subsidir 2 ( dua
) bulan kurungan.
3. Unsur “yang dapat merugikan dan/atau membahayakan kelestarian sumber daya
ikan dan/atau lingkungannya”.
Berdasarkan fakta-fakta persidangan yang diperoleh dari keterangan sksi-
saksi, keterangan terdakwa yang dihubungkan dengan alat bukti dapat diperoleh
suatu fakta hukum bahwa benar untuk cara menangkap ikan dengan menggunakan
bom dapat merusak dan mengganggu keberlanjutan serta kelestarian sumber daya
ikan dan lingkungannya yang tidak saja mematikan ikan secara langsung tetapi
dapat pula membahayakan kesehatan manusia serta merugikan nelayan dan
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pembudidaya ikan dimana dalam hal ini terdakwa menggunakan kapal jolloro dan
alat bom ikan untuk menangkap ikan.
4. Unsur “mereka yang melakukan, yang menyuruh melakukan, dan yang turut serta
melakukan perbuatan”.
Para terdakwa yang melakukan, yang menyuruh melakukan, dan yang turut
serta melakukan perbuatan bahwa yang dimaksud sebagai orang yang melakukan
sendiri seluruh anasir, sedangkan yang dimaksud dengan orang yang menyuruh
melakukan adalah orang yang untuk melakukan anasir tindak pidana memerlukan
tangan orang lain dimana orang lain haruslah orang yan tidak dapat dipertanggung
jawaban, sedangkan yang dimaksud dengan turut serta melakukan adalah diamana
untuk melakukan anasir anasir tindak pidana yang dilakukan ada kerja sama yang
saling menunjang antara sedikitnya dua orang sehingga anasir nasir tindak pidana
tersebut selesai dilakukan.
Dalam fakta di persidangan menunjukkan Para Terdakwa melakukan
penangkapan ikan dengan cara dibom, dimana perbuatan tersebut dilakukan
dengan kerja sama yang saling menunjang antara Para Terdakwa, dimana
Terdakwa I, II, dan III, memiliki peran masing-masing untuk terlaksananya
penangkapan ikan dengan cara dibom tersebut, yakni Terdakwa I pemilik kapal,
membuat bom ikan, melempar bom ikan, menyelam dan mengambil ikan hasil
tangkapan, Terdakwa II memegang selang regulator dan mendayung, Terdakwa
III menjalankan mesin kapal dan mendayung, dengan demikian unsur ini telah
terpenuhi.
Sehingga dari pertimbangan diatas ternyata perbuatan Para Terdakwa telah
memenuhi seluruh unsur dari tindak pidana dalam dakwaan KESATU maka
dakwaan tersebut telah terbukti secara sah dan meyakinkan.
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B. Pertimbangan Hakim pada putusan No.20/PID.B/2012/PN/PKP
Suatu putusan dikeluarkan untuk menyelesaikan suatu perkara.Putusan pada
hakikatnya merupakan jawaban dari suara penuntut keadilan.Keadilan yang tercermin
pada suatu putusan tidak hanya harus memenuhi harapan keadilan dari penuntut tapi
juga terdakwa.Suatu putusan adalah penentu bagi terdakwa.Dengan dikeluarkannya
putusan pengadilan, terdakwa memperoleh kepastian hukum terkait statusnya dan
dapat memberi terdakwa kesempatan untuk mempersiapkan langkah berikutnya
terhadap putusan tersebut. Langkah yang dimaksud adalah apakah terdakwa akan
menerima putusan atau melakukan upaya hukum verzet, banding, atau kasasi,
melakukan grasi dan sebagainya.
Sesuai Pasal 1 (8) KUHAP : “Hakim adalah pejabat peradilan negara yang
diberi wewenang oleh undang-undang untuk mengadili”. Penyelesaian suatu perkara
sangat ditentukan oleh proses pengambilan keputusan hakim. Terhadap arti
pengambilan keputusan tersebut, S.P Siagian berpendapat bahwa :
Pada hakikatnya pengambilan keputusan adalah suatu pendekatan yang
sistematis terhadap hakikat suatu masalah, pengumpulan fakta-fakta dan data
penentuan yang matang dari alternatif yang dihadapi dan mengambil tindakan yang
paling tepat.(http/www/hukumonline.com)
Dalam pengambilan keputusan, hakim harus mempunyai pertimbangan yuridis
yang terdiri dari dakwaan penuntut umum, keterangan terdakwa, keterangan saksi,
barang-barang bukti, dan pasal-pasal perbuatan hukum pidana, dan pertimbangan
nonyuridis yang terdiri dari latar belakang perbuatan terdakwa, akibat perbutan
terdakwa, kondisi terdakwa, serta kondisi ekonomi terdakwa, ditambah hakim
haruslah meyakini apakah terdakwa melakukan perbuatan pidana atau tidak
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sebagaimana yang termuat dalam unsur-unsur tindak pidana yang didakwakn
kepadanya.
Proses pengambilan keputusan tersebut, juga dijalani oleh majelis hakim yang
mengadili kasus tindak pidana perikanan terkhusus penggunaan alat pemboman ikan
sehingga pada akhirnya majelis mengeluarkan putusan No.
20/Pid.B/2012/PN/Pangkep. Sesuai pertimbangan yang terdapat pada putusan tersebut
bahwa terdakwa yang merupakan terpidana melakukan tindak pidana penangkapan
ikan dengan menggunakan bom dilaut perairan Taka Tambulu Pulau Kondong Bali
Kec. Liukang, Kab. Pangkep atau setidak-tidaknya pada tempat lain yang masih
daerah hukum Pengadilan Negeri Pangkajene.
A. Pertimbangan Yuridis
Pertimbangan yuridis adalah pertimbangan hukum adalah yang menjadi dasar
sebelum memutus perkara, hakim akan menarik fakta-fakta dalam proses persidangan
yang merupakan kesimpulan atau inti dari keterangan para saksi, keterangan
terdakwa, dan barang bukti.
Sebagaimana yang telah penulis uraikan, bahwa dalam putusan
No.20/Pid.B/2012/PN/PKJ unsur-unsur tindak pidana yang diuraikanan dalam
putusan No.20/Pid.B/2012/PN.Pangkep sebagaimana kutipannya yaitu :
Menimbang, bahwa selanjutnya untuk menyatakan seseorang telah melakukan
suatu tindak pidana, maka perbuatan orang tersebut haruslah memenuhi seluruh unsur
dari pasal yang didakwakan kepadanya, dimana dalam perkara a quo Para Terdakwa
diajukan kedepan persidangan karena didakwa secara alternatif yakni:
KESATU : Melanggar Pasal 84 ayat (1) UU Nomor 31 Tahun 2004 tentang
Perikanan jo UU Nomor 45 Tahun 2009 tentang Perubahan atas UU
Nomor 31 Tahun 2004 Tentang Perikanan jo Pasal 55 ayat (1) ke-1
KUHP.
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KEDUA : Melanggar Pasal 85 UU Nomor 31 Tahun 2004 tentang perikanan jo
UU Nomor 45 Tahun 2009 tentang Perubahan atas UU Nomor 31
Tahun 2004 Tentang perikanan jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP.
Adapun hasil analisis penulis terkait pertimbangan Yuridis Majelis Hakim
dalam Putusan Nomor: 20/PID.B/2012/PN.Pangkep adalah sebagai berikut:
Karena dakwaan berbentuk alternatif maka artinya Majelis bebas untuk
menentukan dakwaan mana yang terbukti dimana menurut Penuntut Umum Para
Terdakwa terbukti melakukan tindak pidana dalam dakwaan KESATU dan olehnya
Majelis akan terlebih dahulu mempertimbangkan dakwaan KESATU yang
mengandung unsur-unsur tindak pidana :
1. Setiap orang;
2. Yang dengan sengaja di wilayah pengelolaan perikanan Republik
Indomesia melakukan penangkapan ikan dan/atau pembudidayaan ikan
ddengan menggunakan bahan kimia, bahan biologis, bahan peledak, alat
dan/atau cara, dan/atau bangunan;
3. Yang dapat merugikan dan/atau membahayakan kelestarian sumber daya
ikan dan/atau lingkungannya;
4. Mereka melakukan, yang menyuruh melakukan, dan yang turut serta
melakukan perbuatan;
1. Tentang Unsur “Setiap Orang”.
Menimbang bahwa menurut pasal 1 Angka 14 UU No. 45 Tahun 2009, setiap
orang adalah orang perseorangan atau korporasi, dimana fakta yuridis di
persidangan menunjukkan Para Terdakwa terkualifikasi sebagai orang per orang
(natur lijke persoonen) yang menjadi atau sebagai pendukung hak dan kewajiban,
dengan demikian unsur ini telah terpenuhi.
2. Tentang Unsur “yang sengaja di wilayah pengelolaan perikanan Republik
Indonesia melakukan penangkapan ikan dan/atau pembudidayaan ikan
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dengan menggunakan bahan kimia, bahan biologis, bahan peledak, alat
dan/atau cara, dan/atau bangunaan”
Menimbang, bahwa perbuatan pokok alternatif dalam unsur ini adalah dengan
sengaja melakukan penangkapan ikan atau pembudidayaan ikan di wilayah
Indonesia dengan cara-cara yang terlarang yakni dengan menggunakan bahan
kimia, bahan biologis, dan bahan peledak.
Menimbang, bahwa menurut Pasal 1 angka 5 UU No. 45 Tahun 2009,
Penangkapan ikan adalah kegiatan untuk memperoleh ikan di perairan yang tidak
dalam keadaan dibudidayakan dengan alat atau cara apa pun, termasuk kegiatan
yang menggunakan kaal untuk memuat, mengangkut, menyimpan, mendinginkan,
menangani, mengolah, dan/atau mengawetkannya sedangkan dalam Pasal 1 angka
6 dinyatakan Pembudidayaan ikan adalah kegiatan untuk memelihara,
membesarkan, dan/atau membiakkan ikan serta memanen hasilnya dalam
lingkungan yang terkontrol, termasuk kegiatan yang menggunakan kapal untuk
memuat, mengangkut, menyimpan, mendinginkan, menangani, mengolah,
dan/atau mengawetkannya.
Menimbang, bahwa dari perseuaian antara keterangan saksi-saksi TUKIMIN
Bin TASMIN REDJO, ABD. RAHMAN Bin HERMAN, MUSTAKIM, SAMSIR
Bin Dg. EMBA dengan barang bukti maka diperoleh fakta sebagai berikut :
- Bahwa pada hari Senin tanggal 21 November 2011 sekira jam 15.30 Wita
saksi TUKIMIN, ABDUL RAHMAN sebagai petugas Polair Pangkep yang
menggunakan jolloro milik SAMSIR menuju ke perairan Taka Tambakulu
Pulau Kondong Bali Kec. Liukang, Kab. Pangkep;
- Bahwa di perairan tersebut anggota Polair dan SAMSIR tersebut melihat
perahu jolloro berwarna biru yang berisi 3 (tiga) orang dan terdengar suara
ledakan disertai dengan cipratan air disekitar jolloro tersebut;
- Bahwa kemudian petugas Polair mendekati perahu yang ternyata berisi Para
Terdakwa, dan menyadari kedatangan orang asing, Terdakwa I yang masih
sedangmenyelam pada saat itu langsung naik ke atas perahunya dan menyuruh
Terdakwa III membunyikan mesin dan pergi dari tempat tersebut namun
akhirnya petugas Polair berhasil mengejar dan menangkap Para Terdakwa;
- Bajwa dari atas perahu Terdakwa I tidak menemukan bom ikan akan tetapi
ditemukan ikan-ikan hasil tangkapan Para Terdakwa;
Menimbang, bahwa fakta di atas sesuai dengan keterangan Para Terdakwa
yang pada pokoknya sebagai berikut :
- Bahwa Para Terdakwa pada hari Senin tanggal 21 November 2011 berangkat
bersama-sama dari Pulau Kondong Bali dengan menggunakan perahu jolloro
milik Terdakwa I menuju perairan Taka Tambakulu untuk mengangkap ikan,
dengan membawa bahan peledak/bom ikan yang telah dipersiapkan
sebelumnya berikut bahan dan alat tambahan seperti : obat nyamuk, mesin
kompresor serta perlengkapan menyelam.
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- Bahwa setelah sampai dilokasi, Para Terdakwa mencari lokasi yang banyak
ikannya kemudian Terdakwa III menghentikan mesin lalu Terdakwa II dan
Terdakwa III mendayung dan mendekati lokasi yang banyak ikannya tersebut
selanjutnya Terdakwa I melubangi tutup botol yang berisi pupuk ammonium
nitrate atau bahan peledak/bom ikan tersebut lalu memasukkan detonator ke
dalamnya kemudian membakar sumbu ledak dengan menggunakan obat
nyamuk yang sudah menyala dan melemparkan botol tersebut ke dalam laut
sebanyak 1 (satu) kali;
- Bahwa setelah itu, Para Terdakwa mengumpulkan ikan-ikan yang kena bahan
peledak/bom ikan tersebut yang mana Terdakwa I yang menyelam ke dalam
laut, Terdakwa II menunggu dan memasukkan ikan ke dalam wadah atau
keranjang ikan, sedangkan Terdakwa III bertugas mengulurkan dan menarik
selang regulator yang digunakan oleh Terdakwa I.
Menimbang, bahwa barang bukti menunjukkan adanya ikan sebanyak 40
(empat puluh) ekor yang terdiri dari ikan bannyara, ikan sinrili, ikan katamba dan
ikan ila dan ikan-ikan tersebut ditemukan diatas perahu Para Terdakwa.
Menimbang, bahwa fakta-fakta diatas menunjukkan adanya kegiatan dari Para
Terdakwa untuk memperoleh ikan di perairan Taa Tambakulu Pulau Kondong
Bali Kec. Liukang, Kab. Pangkep, yang notabene ikan-ikan yang diambil tersebut
tidak dibudidayakan, dengan demikian nyata perbuatan Para Terdakwa telah
memenuhi kualifikasi melakukan penangkapan ikan sebagaimana dimaksud Pasal
1 angka 5 UU No. 45 Tahun 2009.
Menimbang, bahwa selanjutnya dari persesuaian antara keterangan saksi
TUKIMIN, ABDUL RAHMAN, MUSTAKIM, dan SAMSIR menunjukkan pada
hari Senin tanggal 21 November 2011 sekitar jam 15.30 Wita di perairan Taka
Tambakulu Pulau Kondong Bali Kec. Liukang, Kab. Pangkep dari sekitar perahu
jolloro yang diketahui kemudian berisi Para Terdakwa terdengar bunyi ledakan
dan cipratan air, hal tersebut mengindikasikan adanya upaya pengambilan ikan
dengan cara dibom dan ternyata fakta tersebut dibenarkan oleh Para Terdakwa
yang mengakui bahwa benar telah menangkap ikan dengan cara dibom terlebih
dahulu, bom mana terbuat dari amonium nitrate.
Menimbang, bahwa fakta telah adanya penangkapan ikan dengan cara dibom
semakin nyata dengan melihat hasil pemeriksaan Laboratorium Forensik
Makassar No. Lab : 1315/KTF/XI/2011 tanggal 28 November 2011 yakni ikan-
ikan tersebut adalah hasil tangkapan dengan menggunakan bom ikan.
Menimbang, bahwa menurut Majelis, bom ikan terkualifikasi sebagai bahan
peledak, dimana dengan melihat bentuk materil perbuatan Para Terdakwa tersebut
menunjukkan perbuatan tersebut dikehendaki atau diketahui sepenuhnya oleh Para
Terdakwa dengan demikian nyata penangkapan ikan yang dilakukan Para
Terdakwa dilakukan secara terlarang dan dilakukan dengan sengaja.
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Menimbang, bahwa dengan demikian perbuatan Para Terdakwa telah
memenuhi unsur ini.
3. Tentang Unsur “yang dapat merugikan dan/atau membahayakan kelestarian
sumber daya ikan dan/atau lingkungannya”.
Menimbang, bahwa dalam unsur ini termuat akibat dari penangkapan ikan
yang dilakukan dengan cara-cara  terlarang tersebut yakni dapat merugikan atau
dapat membahayakan kelestarian sumber daya ikan dan/atau lingkungannya,
artinya kualifikasi kerugian tersebut berbentuk formil jadi tidak perlu terjadi
cukup terdapat kemungkinan munculnya kerugian tersebut dimaksud sudah
memenuhi rumusan unsur ini apalagi jika nyata-nyata kerugian terjadi.
Menimbang, bahwa sebagaimana pertimbangan Majelis dalam unsur ke-2
maka telah nyata perbuatan Para Terdakwa yang menangkap ikan dengan cara
dibom.
Menimbang, bahwa menurut Majelis penggunaan bahan eledak dalam hal ini
berjenis bom ikan dapat menimbulkan kerusakan dan kelestarian ika serta
lingkungan laut terutama akan menimbulkan kerusakan terumbu karang, dengan
demikian unsur ini telah terpenuhi pula.
4. Tentang Unsur “mereka yang melakukan, yang menyuruh melakukan, dan
yang turut serta melakukan perbuatan”.
Menimbang, bahwa yang dimaksud sebagai orang yang melakukan adalah
orang yang melakukan sendiri seluruh anasir atau unsur dari tindak pidana yang
didakwakan, sedangkan yang dimaksud dengan orang yang menyuruh melakukan
adalah orang yang untuk melakukan anasir tindak pidana memerlukan tangan
orang lain dimana orang lain haruslah orang yan tidak dapat dipertanggung
jawaban, sedangkan yang dimaksud dengan turut serta melakukang adalah
diamana untuk melakukan anasir anasir tindak pidana yang dilakukan ada kerja
sama yang saling menunjang antara sedikitnya dua orang sehingga anasir nasir
tindak pidana tersebut selesai dilakukan.
Meinmbang, bahwa fakta di persidangan menunjukkan Para Terdakwa
melakukan penangkapan ikan dengan cara dibom, dimana perbuatan tersebut
dilakukan dengan kerja sama yang saling menunjang antara Para Terdakwa,
dimana Terdakwa I, II, dan III, memiliki peran masing-masing untuk
terlaksananya penangkapan ikan dengan cara dibom tersebut, yakni Terdakwa I
pemilik kapal, membuat bom ikan, melempar bom ikan, menyelam dan
mengambil ikan hasil tangkapan, Terdakwa II memegang selang regulator dan
mendayung, Terdakwa III menjalankan mesin kapal dan mendayung, dengan
demikian unsur ini telah terpenuhi pula.
Menimbang, bahwa dari pertimbangan diatas ternyata perbuatan Para
Terdakwa telah memenuhi seluruh unsur dari tindak pidana dalam dakwaan
KESATU maka dakwaan tersebut telah terbukti secara sah dan meyakinkan.
Menimbang, bahwa oleh karena dakwaan KESATU telah terbukti maka
dakwaan KEDUA tidak perlu Majelis pertimbangkan oleh karena dakwaan
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KESATU telah terbukti maka dakwaan KEDUA tidak perlu Majelis
pertimbangkan.
Menimbang, bahwa selanjutnya oleh karena selama pemeriksaan perkaranya
Majelis menilai Para Terdakwa sehat jasmani dan rohani sehingga dinilai mampu
bertanggung jawab atas segala perbuatannya dan selama pemeriksaan perkaranya
tidak ternyata adanya alas an pemaaf dan atau pembenar yang dapat
menghilangkan unsur  kesalahan Pra Terdakwa, maka Para Terdakwa harus
dinyatakan bersalah dan patut dijatuhi pidana yang setimpal dengan perbuatannya.
Menimbang, bahwa disatu sisi menurut ajaran hukum pidana modern tujuan
pemidanaan adalah mencegah dilakukannya tindak pidana dengan menegakkn
norma hukum demi pengayoman masyarakat, memasyarakatkan terpidana dengan
mengadakan pembinaaan sehingga menjadi orang yang baik dan berguna,
menyelesaikan konflik yang ditimbulkan oleh tindak pidana dan mendatangkan
rasa damai dalam masyarakat dan membebaskan rasa bersalah pada terpidana,
dengan demikian tujuan penjatuhan pidana tidak hanya bertujuan untuk
melakukan pembalasan akan tetapi menuju ke arah pembinaan, artinya penjatuhan
pidana agar terpidana setelah menjalani pidana dan kembali ke masyarakat akan
menjadi manusia yang lebih baik dan berguna bagi masyarakat.
Menimbang, bahwa akan tetapi disisi lain ketentuan pidana dalam UU
Perikanan relative refresif dalam bentuk pengenaan pidana penjara yang relative
tinggi dan pidana denda yang besar bagi setiap pelanggarannya yakni khusus
untuk pelanggaran Pasal 84 ayat (1) adalah pidana penjara paling lama 6 (enam)
tahun dan denda paling banyak Rp. 1.200.000.000,00 (satu milyar dua ratus juta
rupiah).
Menimbang, bahwa akan tetapi ketentuan ancaman pidana dalam Pasal 84
ayat (1) UU No.31 Tahun 2004 yang memberikan ancaman pidana untuk Pasal 8
tersebut diatur lebih khusus dalam ketentuan Pasal 100B UU No. 45 Tahun 2009
yang menyatakan “Dalam hal tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam Pasal
8, Pasal 9, Pasal 12, Pasal 14 ayat (4), Pasal 16 ayat (1), Pasal 20 ayat (3), Pasal
21, Pasal 23 ayat (1), Pasal 26 ayat (1), Pasal 27 ayat (1), Pasal 27 ayat (3), Pasal
28 ayat (1), Pasal 28 ayat (3), Pasal 35 ayat (1), Pasal 36 ayat (1/0, Pasal 38, Pasal
42 ayat (3), atau Pasal 55 ayat (1) yang dilakukan oleh nelayan kecil dan/atau
pembudi daya-ikan kecil dipidana dengan pidana penjara paling lama 1 (satu)
tahun atau denda paling banyak Rp, 250.000.000,00 (dua ratus lima puluh juta
rupiah).
Menimbang, bahwa dengan demikian telah terjadi perubahan ancaman pidana
menurut UU No. 31 Tahun 2004 dengan UU No. 45 Tahun 2009 (vide Pasal
100B), perubahan tersebut berdasarkan pertimbangan sebagaimana ternyata dalam
Penjelasan Umum UU No. 45 Tahun 2009 yakni “Disamping itu perubahan
terhadap Undang-Undang No,or 31 Tahun 2004 tentang Perikanan juga mengarah
pada keberpihakan kepada nelayan kecil dan pembudi daya-ikan kecil antara lain
dalam aspek perizinan, kewajiban penerapan ketentuan mengenai system
pemantauan kapal perikanan, pumgutan perikanan, dan pengenaan sanksi pidana”.
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Menimbang, bahwa artinya adanya keberpihakan pada nelayan kecil
menyebabkan ancaman pidana maksimal yang bias dijatuhkan kepada Para
Terdakwa akibat perbuatannya yang melanggar Pasal 8 adalah pidana penjara
paling lama 1 (satu) tahun atau denda paling banyak Rp. 250.000.000,00 (dua
ratus lima puluh juta rupiah) dengan syarat Para Terdakwa tersebut harus
terkualifikasi sebagai nelayan kecil.
Menimbang, bahwa menurut Pasal 1 angka 11 UU No.45 Tahun 2009
disebutkan kualifikasi dari Nelayan Kecil yakni orang yang mata pencahariannya
melakukan penangkapan ikan untuk memenuhi kebutuhan hidup sehari-hari yang
menggunakan kapal perikanan berukuran paling besar 5 (lima) gross ton (GT).
Menimbang, bahwa dengan memperhatikan hal-hal sebagai berikut yakni :
- Bahwa pekerjaan Para Terdakwa nelayan lokal dan tradisional;
- Bahwa barang bukti berupa perahu yang digunakan oleh Para Terdakwa
merupakan perahu berjenis jolloro merupakan kapal tradisional, relative
sederhana dan beratnya dipastikan kurang dari 5 gross ton;
- Bahwa hasil yang diperoleh oleh Para Terdakwa pada saat ditangkap adalah
ikan berjumlah 40 ekor;
Hal-hal tersebut di atas menunjukkan kerja dan pekerjaan Para Terdakwa
tersebut terkualifikasi sebagai Nelayan Kecil menurut UU Perikanan sehingga
pengenaan pidananya tunduk pada aturan Pasal 100B UU. No 45 Tahun 2009
tersebut di atas.
Menimbang, bahwa fakta selanjutnya dipersidangan menunjukkan Para
Terdakwa hanya merupakan nelayan lokal dan tradisional yang sehari-hari
mencari ikan untuk kebutuhan hidupnya dan jika ada sisa dijual serta fakta bahwa
Terdakwa I menggunakan bom ikan dari amonium nitrate sebanyak 1 (satu) botol,
fakta-fakta tersebut menunjukkan kadar jahat dari Para Terdakwa untuk dengan
sengaja merusak lingkungan adalah minimal.
Menimbang, bahwa fakta-fakta di atas dan ketentuan Pasal 100B UU No. 45
Tahun 2009 menjadi pertimbangan Majelis untuk menjatuhkan pidana dalam
perkara a quo sehingga Majelis memandang pidana yang dijatuhkan sudah adil,
patut, layak dan berpihak pada Nelayan Kecil sebagaimana amanat UU Perikanan
itu sendiri.
Menimbang, bahwa oleh karena Para Terdakwa dinyatakan bersalah dan
dijatuhi pidana maka kepadanya harus pula dihukum untuk membayar biaya
perkara yang besarnya akan disebutkan dalam amar putusan ini.
Menimbang, bahwa mengenai barang bukti yang diajukan di persidangan
status yuridisnya akan ditentukan dalam amar putusan di bawah ini dengan
memperhatikan ketentuan Pasal 104 ayat (2), UU No. 31 Tahun 2004 yang
mengatur Benda dan/atau alat yang dipergunakan dalam dan/atau yang dihasilkan
dari tindak pidana perikanan dapat dirampas untuk Negara, artinya jika dikaitkan
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dengan pidana pokok yang akan dijatuhkan kepada Para Terdakwa di bawah ini
maka perampasan kapal dan alat-alat untuk mengambil ikan merupakan hal yang
sangat berat mengingat alat-alat tersebutlah yang digunakan Para Terdakwa
sebagai nelayan kecil untuk mendukung dan memenuhi kebutuhan hidupnya
sehari-hari.
B. Pertimbangan Fakta
Pertimbangan fakta adalah pertimbangan menurut keterangan saksi-saksi dan
barang bukti. Fakta-fakta yang dihadirkan, berorientasi dari lokasi, waktu kejadian,
dan modus operandi tentang bagaimana tindak pidana dilakukan, sebagaimana
kutipannya dalam putusan No.20/Pid.B/2012/PN/PKJ sebagai berikut :
Menimbang, bahwa dari perseuaian antara keterangan saksi-saksi TUKIMIN
Bin TASMIN REDJO, ABD. RAHMAN Bin HERMAN, MUSTAKIM, SAMSIR
Bin Dg. EMBA dengan barang bukti maka diperoleh fakta sebagai berikut :
- Bahwa pada hari Senin tanggal 21 November 2011 sekira jam 15.30 Wita
saksi TUKIMIN, ABDUL RAHMAN sebagai petugas Polair Pangkep yang
menggunakan jolloro milik SAMSIR menuju ke perairan Taka Tambakulu
Pulau Kondong Bali Kec. Liukang, Kab. Pangkep;
- Bahwa di perairan tersebut anggota Polair dan SAMSIR tersebut melihat
perahu jolloro berwarna biru yang berisi 3 (tiga) orang dan terdengar suara
ledakan disertai dengan cipratan air disekitar jolloro tersebut;
- Bahwa kemudian petugas Polair mendekati perahu yang ternyata berisi Para
Terdakwa, dan menyadari kedatangan orang asing, Terdakwa I yang masih
sedangmenyelam pada saat itu langsung naik ke atas perahunya dan menyuruh
Terdakwa III membunyikan mesin dan pergi dari tempat tersebut namun
akhirnya petugas Polair berhasil mengejar dan menangkap Para Terdakwa;
- Bajwa dari atas perahu Terdakwa I tidak menemukan bom ikan akan tetapi
ditemukan ikan-ikan hasil tangkapan Para Terdakwa;
Menimbang, bahwa fakta di atas sesuai dengan keterangan Para Terdakwa
yang pada pokoknya sebagai berikut :
- Bahwa Para Terdakwa pada hari Senin tanggal 21 November 2011 berangkat
bersama-sama dari Pulau Kondong Bali dengan menggunakan perahu jolloro
milik Terdakwa I menuju perairan Taka Tambakulu untuk mengangkap ikan,
dengan membawa bahan peledak/bom ikan yang telah dipersiapkan
sebelumnya berikut bahan dan alat tambahan seperti : obat nyamuk, mesin
kompresor serta perlengkapan menyelam.
- Bahwa setelah sampai dilokasi, Para Terdakwa mencari lokasi yang banyak
ikannya kemudian Terdakwa III menghentikan mesin lalu Terdakwa II dan
Terdakwa III mendayung dan mendekati lokasi yang banyak ikannya tersebut
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selanjutnya Terdakwa I melubangi tutup botol yang berisi pupuk ammonium
nitrate atau bahan peledak/bom ikan tersebut lalu memasukkan detonator ke
dalamnya kemudian membakar sumbu ledak dengan menggunakan obat
nyamuk yang sudah menyala dan melemparkan botol tersebut ke dalam laut
sebanyak 1 (satu) kali;
- Bahwa setelah itu, Para Terdakwa mengumpulkan ikan-ikan yang kena bahan
peledak/bom ikan tersebut yang mana Terdakwa I yang menyelam ke dalam
laut, Terdakwa II menunggu dan memasukkan ikan ke dalam wadah atau
keranjang ikan, sedangkan Terdakwa III bertugas mengulurkan dan menarik
selang regulator yang digunakan oleh Terdakwa I.
Menimbang, bahwa barang bukti menunjukkan adanya ikan sebanyak 40
(empat puluh) ekor yang terdiri dari ikan bannyara, ikan sinrili, ikan katamba dan
ikan ila dan ikan-ikan tersebut ditemukan diatas perahu Para Terdakwa.
Menimbang, bahwa fakta-fakta diatas menunjukkan adanya kegiatan dari Para
Terdakwa untuk memperoleh ikan di perairan Taa Tambakulu Pulau Kondong
Bali Kec. Liukang, Kab. Pangkep, yang notabene ikan-ikan yang diambil tersebut
tidak dibudidayakan, dengan demikian nyata perbuatan Para Terdakwa telah
memenuhi kualifikasi melakukan penangkapan ikan sebagaimana dimaksud Pasal
1 angka 5 UU No. 45 Tahun 2009.
Menimbang, bahwa selanjutnya dari persesuaian antara keterangan saksi
TUKIMIN, ABDUL RAHMAN, MUSTAKIM, dan SAMSIR menunjukkan pada
hari Senin tanggal 21 November 2011 sekitar jam 15.30 Wita di perairan Taka
Tambakulu Pulau Kondong Bali Kec. Liukang, Kab. Pangkep dari sekitar perahu
jolloro yang diketahui kemudian berisi Para Terdakwa terdengar bunyi ledakan
dan cipratan air, hal tersebut mengindikasikan adanya upaya pengambilan ikan
dengan cara dibom dan ternyata fakta tersebut dibenarkan oleh Para Terdakwa
yang mengakui bahwa benar telah menangkap ikan dengan cara dibom terlebih
dahulu, bom mana terbuat dari amonium nitrate.
Menimbang, bahwa fakta telah adanya penangkapan ikan dengan cara dibom
semakin nyata dengan melihat hasil pemeriksaan Laboratorium Forensik
Makassar No. Lab : 1315/KTF/XI/2011 tanggal 28 November 2011 yakni ikan-
ikan tersebut adalah hasil tangkapan dengan menggunakan bom ikan.
Dari kutipan tersebut dapat disimpulkan bahwa Para Terdakwa benar adanya
terbukti melakukan tindak pidana pemboman ikan sesuai dengan keterangan para
saksi dan alat bukti yang ditangkap sehingga menjadi salah satu pertimbangan
hakim dalam putusan Nomor 20/Pid.B/2012/PN.Pangkep.
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C. Pertimbangan Sosiologis
Kepastian hukum menekankan agar hukum atau peraturan ditegakkan
sebagaimana diinginkan oleh bunyi hukum atau peraturannya. Adapun nilai sosiologis
menekan kepada kemanfaatan bagi masyarakat. Didalam memutus sebuah perkara
dan mempertimbangkan layak tidaknya seseorang dijatuhi pidana seorang hakim
didasarkan keyakinan hakim dan tidak hanya berdasarkan bukti-bukti yang ada.
Pertimbangan sosiologis adalah pertimbangan dilihat dari segi kehidupan sosiologi
para terdakwa sesuai kutipan hal-hal yang memberatkan dan meringankan para
terdakwa dalam putusan Nomor 20/Pid.B/2012/PN.Pangkep yaitu sebagai berikut :
Menimbang, bahwa sebelum Majelis Hakim menentukan berat ringannya
pidana yang akan dijatuhkan kepada Para Terdakwa maka terlebih dahulu akan
dipertimbangkan hal-hal yang memberatkan dan meringankan sebagai berikut :
HAL-HAL YANG MEMBERATKAN PARA TERDAKWA :
- Tidak ada hal yang memberatkan pada diri Para Terdakwa;
HAL-HAL YANG MERINGANKAN PARA TERDAKWA :
- Para Terdakwa terkualifikasi sebagai nelayan kecil;
- Maksud Para Terdakwa melakukan perbuatan tersebut sebatas memenuhi
kebutuhan hidup sehari-hari;
- Para Terdakwa berlaku sopan di persidangan;
- Para Terdakwa mengakui terus terang perbuatannya;
Memperhatikan Pasal 84 ayat (1) dan/atau Pasal 8 UU No. 31 Tahun 2004
tentang Perikanan dan/atau Pasal 100B UU No. 45 Tahun 2009 tentang Perubahan
atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2004 Tentang Perikanan dan/atau Pasal 55
ayat (1) ke-1 KUHP dan peraturan lainnya yang berhubungan dengan perkara ini.
D. Amar Putusan
1. Menyatakan Terdakwa I. SAINUDDIN Bin HALIM, Terdakwa II.
DARWIS Bin MADONG dan Terdakwa III. RIDWAN Alias DIDU Bin
BASOLLENG terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan
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tindak pidana secara bersama-sama melakukan penangkapan ikan dengan
menggunakan bahan peledak.
2. Menjatuhkan pidana oleh karena itu terhadap Para Terdakwa tersebut
dengan pidana penjara masing-masing selama 10 (sepuluh) bulan.
3. Menetapkan masa penahanan sementara yang telah dijalani ole Para
Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan.
4. Memerintahkan agar Para Terdakwa tetap ditahan.
5. Menetapkan agar barang bukti berupa :
- 1 (satu) buah perahu jolloro;
- 1 (satu) buah mesin kompresor;
- 1 (satu) buah selang dengan panjang kurang lebih 40 M (empat puluh
meter);
- 2 (dua) buah kacamata selam;
- 1 (satu) buah pasng pins (kaki bebek) warna biru;
Dirampas untuk Negara;
- 40 (empat puluh) ekor ikan yang terdiri dari ikan banyyara, ikan sinrili,
ikan katamba dan ikan ila;
Dirampas untuk dimusnahkan;
6. Membebankan kepada Para Terdakwa untuk membayar biaya perkara
masing-masing sebesar Rp. 1.000,- (seribu Rupiah).
E. Analisis Penulis
Demikian uraian kutipan pertimbangan Majelis Hakim dalam putusan Nomor
20/Pid.B/2012/PN.Pangkep dan hasil analisis penulis terhadap pertimbangan Majelis
Hakim. Majelis Hakim dalam menjatuhkan putusan di atas sebelumnya melalui sistem
pengambilan keputusan di mana Majelis Hakim telah merangkum baik pertimbangan
yuridis. Pertimbangan yuridis terdiri dari dakwaan penuntut umum, keterangan Para
Terdakwa, keterangan saksi-saksi, barang-barang bukti, dan pasal-pasal perbuatan
hukum pidana.
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Menurut penulis, dalam putusan tersebut, Keyakinan Majelis Hakim telah
menimbang dari segi pertimbangan yuridis dari dakwaan penuntut umum, telah sesuai
unsur-unsur pasal tersebut yang didakwakan terhadap para terdakwa. Adapun
menimbang juga dari segi pertimbangan fakta dimana Penuntut Umum mengajukan
saksi-saksi dan mendegarkan keterangan para saksi dan berupa barang bukti. Dan
menimbang juga dari segi sosiologi dimana Majelis Hakim menimbang putusannya
dari hal-hal apa saja yang memberatkan dan meringankan para terdakwa.
Putusan hakim dalam menjatuhkan berat ringannya yang dijatuhkan kepada
para terdakwa disesuaikan dengan apa yang menjadi dasar para terdakwa melakukan
tindakan tersebut, apa yang menjadi dasar tujuan, dan konsekuensi akibat dari
tindakan yang melanggar hukum yang mereka lakukan. Disamping itu, diiringi juga
disesuaikan dengan pasal-pasal yang telah didakwakan serta memperhatikan batas
hukumannya. Dan menurut penulis, seorang hakim dalam memutuskan putusan harus
tidak memiliki hubungan dengan para terdakwa atau tidak memiliki permasalahan
pribadi terhadap para terdakwa atau para saksi-saksi dan orang-orang yang
bersangkutan, sehingga dalam menjatuhkan putusan seorang hakim dianggap adil dan
bijaksana dalam memberikan putusan tanpa ada hal-hal negative didalamnya. Putusan
hakim bisa memberikan efek jera bagi para terpidana serta dikemudian hari bisa
menjaga kelestarian sumber daya alam khususnya dikelautan dan perikanan. Sehingga





Berdasarkan rumusan masalah dan data-data yang diperoleh dari penelitian serta
hasil analisis penulis, maka dapat disimpulkan bahwa :
1. Penerapan hukum pidana terhadap tindak pidana perikanan dalam putusan
No.20/Pid.B/2012/PN.Pangkep telah sesuai memenuhi unsur pidana tentang
perikanan yang diatur dalam Pasal 84 ayat (1) UU Nomor 31 Tahun 2004
tentang Perikanan ; UU nomor 45 Tahun 2009 tentang Perubahan atas UU
Nomor 31 Tahun 2004 Tentang Perikanan ; Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP.
Berdasarkan pada duduk perkara, dakwaan Jaksa Penuntut Umum, dan
Tuntutan Jaksa Penuntut Umum.
2. Pertimbangan yuridis hakim dalam menjatuhkan putusan
No.20/Pid.B/2012/PN.Pangkep adalah terpenuhinya unsur-unsur tindak pidana
perikanan yang diatur dalam Pasal 84 ayat (1) UU Nomor 31 Tahun 2004
tentang Perikanan ; UU nomor 45 Tahun 2009 tentang Perubahan atas UU
Nomor 31 Tahun 2004 Tentang Perikanan ; Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP yang
didasarkan pada fakta-fakta yang diperoleh pada persidangan terkait pada
penggunaan alat pemboman ikan oleh ara Terdakwa. Berdasarkan dakwaan
alternatif oleh Jaksa Penuntut Umum terhadap terdakwa, Majelis Hakim
memilih Pasal yang paling tepat dan dianggap dapat dibuktikan berdasarkan
fakta-fakta yang diperoleh selama persidangan. Majelis memilih Pasal
dakwaan yang dipandang paling tepat diterapkan dalam perbuatan terdakwa
adalah Pasal 84 ayat (1) UU Nomor 31 Tahun 2004 tentang Perikanan jo UU
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Nomor 45 Tahun 2009 tentang Perubahan atas UU Nomor 31 Tahun 2004
Tentang Perikanan jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP DAKWAAN KESATU
yang unsur unsur sebagai berikut :
1. Setiap orang;
2. Yang dengan sengaja di wilayah pengelolaan perikanan Republik
Indomesia melakukan penangkapan ikan dan/atau pembudidayaan ikan
ddengan menggunakan bahan kimia, bahan biologis, bahan peledak, alat
dan/atau cara, dan/atau bangunan;
3. Yang dapat merugikan dan/atau membahayakan kelestarian sumber daya
ikan dan/atau lingkungannya;
4. Mereka melakukan, yang menyuruh melakukan, dan yang turut serta
melakukan perbuatan;
Oleh karena semua unsur ini terpenuhi, maka terdakwa telah terbukti secara




Penggunaan alat pemboman ikan untuk melalukan penangkapan ikan adalah
perbuatan seseorang yang dinyatakan sebagai terpidana berdasar putusan yang
dikeluarkan Pengadilan Negeri, menggunakan/memakai alat pemboman ikan yang
dirancang sedemikian rupa guna untuk menangkap ikan lebih mudah, lebih praktis,
dan menghasilkan tangkapan yang lebih banyak, tetapi menggunakan alat bom ikan
dapat merugikan ekosistem lainnya dan hasil yang ditangkap jika dikonsumsi akan
mempengaruhi kesehatan masyarakat karna mengandung zat atau bahan kimia
berbahaya.
Setelah penulis menyelesaikan penelitian dan penyusunan skripsi ini, penulis
mengharapkan adanya terobosan hukum dan menanggulangi tindak pidana perikanan
pembomban ikan. menurut penulis sendiri, langkah-langkah yang dapat ditempuh
adalah :
1. Polisi laut lebih sering berpatroli dilaut agar lebih ketat pengawasannya sehingga
tidak ada masyarakat yang berani lagi menggunakan bom ikan untuk mendapat
ikan.
2. Memberikan sosialisasi di masyarakat yang bermukim dipulau-pulau atau
masyarakat yang bermata pencaharian nelayan tentang peraturan atau hukum
tentang tindak pidana perikanan terkhusus pemboman ikan, dan dampaknya dari
tindak pidana tersebut, sehingga memberikan efek jera bagi oknum oknum yang
ingin melakukan atau pernah melakukannnya.
3. Ikan yang  masuk ke pasar atau ikan yang ingin diperjual belikan sebaiknya dicek
dulu apakah mengandung bahan kimia atau tidak agar masyarakat yang ingin
mengkonsumsi ikan tidak khawatir terhadap ikan yang mengandung bahan kimia
dan tidak berdampak buruk bagi kesehatan masyarakat sekitar.
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